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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 
 

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah diklasifikasikan sebagai kejahatan luar 

biasa (extraordinary crime). Sudah sejak lama pemerintah memprioritaskan pemberantasan 

penyalahgunaan narkotika. Usaha pemberantasan telah ditingkatkan seperti memperketat 

pengamanan di daerah perbatasan, titik transit transportasi seperti bandara dan pelabuhan,  

dan reformasi internal aparat penegak hukum. Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa 

jumlah narapidana kasus narkotika sangat besar. Pada akhir tahun 2018 jumlah narapidana 

kasus narkotika mencapai 115.289 (95% dari total narapidana khusus yang ada di Indonesia). 

Angka ini jauh lebih tinggi dari jumlah narapidana kasus korupsi (5.110), illegal loging  

(890), terorisme (441), maupun pencucian uang (165). 

 

Dalam empat tahun terakhir, terdapat lonjakan jumlah narapidana kasus narkotika di 

Indonesia. Peningkatannya sebesar 82%, yaitu dari 63.355 orang pada 2015, menjadi 115.289 

orang pada tahun 2018. 

 

 

 

 

Meningkatnya jumlah narapidana kasus narkotika menyebabkan over kapasitas di 

dalam Lapas Khusus Narkotika dan Lapas Umum. Menurut data Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan (Ditjen PAS) per tanggal 31 Desember 2018, dari total 22 UPT khusus 
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narkotika, memiliki daya tampung sebanyak 11.659 narapidana. Namun, jumlah narapidana 

kasus narkotika yang menempatinya mencapai 19.993 narapidana atau mengalami over 

kapasitas sebesar 71,4%. Narapidana kasus narkotika tidak seluruhnya dapat tertampung di 

dalam Lapas Khusus Narkotika. Sebagian besar tersebar di berbagai lapas umum dan rumah 

tahanan (rutan) di Indonesia. Berdasarkan data yang dimiliki Ditjen Pemasyarakatan bahwa 

18% narapidana narkotika berada di Sumatera Utara. Jumlah ini adalah yang paling besar 

dibanding lapas lainnya di Indonesia. Lebih dari 50% narapidana kasus narkotika tersebar di  

6 provinsi di Indonesia, yaitu Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Timur, 

Sumatera Selatan, dan Jakarta. 

 

Sumber: SDP Tanggal 10 Januari 2019, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 
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Tingginya jumlah kasus narkotika dapat dilihat dari berbagai sisi. Di satu sisi 

memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika telah menjadi sebuah kejahatan yang telah masif 

dan tersebar di seluruh Indonesia. Di sisi lain menunjukkan kelemahan penegakan hukum di 

Indonesia dalam memerangi peredaran dan persebaran narkotika ilegal. Persebaran 

narapidana narkotika dapat dilihat dalam diagram di bawah ini: 

 

 

Menurut data lima tahun terakhir, pertumbuhan penghuni di lapas yang ada di 

Indonesia terus-menerus mengalami peningkatan. Di akhir 2018, secara keseluruhan lapas di 

Indonesia mengalami over kapasitas mencapai 204%. 
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Sumber: Sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam acara Refleksi Akhir Tahun 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tanggal 27 Desember 2018 

Lapas yang over kapasitas memicu rendahnya kondisi kesehatan narapidana yang 

buruk dan terkadang berujung pada kematian, suasana psikologis penghuni yang tidak sehat, 

sering terjadi konflik antar narapidana dengan narapidana maupun dengan petugas lapas, 

terjadi pelanggaran hak asasi manusia, tidak berjalannya program pembinaan di dalam lapas, 

dan menurunnya kualitas layanan pemasyarakatan di Lapas/Rutan sehingga tidak sedikit 

penghuni dan masyarakat yang merasa tidak puas dengan kondisi tersebut.1 Selain itu  

menurut riset yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2018 

menunjukkan bahwa 50% peredaran narkotika dikendalikan dari dalam lapas. Selain itu,  

BNN juga mengemukakan bahwa 90% kasus narkotika yang berhasil diungkap melibatkan 

lapas.2 

Beberapa usaha telah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk 

memperbaiki dan meningkatkan pembinaan terhadap narapidana narkotika, antara lain 

pembentukan 13 (tiga belas) unit Lapas Khusus Narkotika melalui SK Menteri Kehakiman 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-04.PR.07.03 tahun 2003 tentang 

Pembentukan Lapas Narkotika yang kini telah berkembang menjadi 22 (dua puluh  dua) 

Lapas Narkotika tersebar di seluruh Indonesia. Lapas ini memiliki bentuk bangunan yang 

 

1 Morag MacDonald, “Overcrowding and Its Impact on Prison Conditions and Health,” International Journal of 

Prisoner  Health  24,  no.  2  (2018):  65–68,  https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IJPH-04-2018- 

0014. 

2 Sintaloka, “BNN Sebut 50% Peredaran Narkoba Dikendalikan Dari Lapas,” last modified 2018, accessed February 18, 

2018, https://tirto.id/bnn-sebut-50-persen-peredaran-narkoba-dikendalikan-dari-lapas-cEtg 

http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/
https://tirto.id/bnn-sebut-50-persen-peredaran-narkoba-dikendalikan-dari-lapas-cEtg
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sangat spesifik dengan tingkat pengamanan maksimum (Maximum Security Prison) dan 

tingkat pengamanan yang super maksimum (super maximum-security prison) yang 

dimaksudkan untuk memberikan pembinaan dan rehabilitasi bagi narapidana kasus narkotika. 

Selain itu pada tahun 2017, Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Permenkumham Nomor 

12 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan 

Pemasyarakatan sebagai dasar penyelenggaraan rehabilitasi di UPT Pemasyarakatan. Saat ini 

telah terdapat 128 UPT Pemasyarakatan sebagai pelaksana rehabilitasi medis, rehabilitasi 

sosial dan pasca rehabilitasi bagi tahanan, narapidana dan klien dengan target sebanyak 6.000 

orang setiap tahunnya. Target tersebut sangat rendah apabila dibandingkan dengan jumlah 

narapidana narkotika yang ada di Lapas maupun Rutan. 

 

Pembinaan terhadap narapidana narkotika saat ini didasarkan pada data putusan 

pengadilan yang mengklasifikasikan narapidana narkotika kedalam 3 kategori, yakni: 

pengguna, pengedar, dan bandar. Klasifikasi ini belum diyakini sesuai dengan fakta materiil 

di lapangan, tapi hanya klasifikasi administratif. Untuk itu diperlukan asesmen yang 

mendalam terhadap narapidana narkotika untuk mengetahui sejauh mana sesungguhnya 

keterlibatan mereka dalam penyalahgunaan narkotika. Ada indikasi bahwa seseorang yang 

secara administratif diklasifikasikan sebagai pengguna akan tetapi sebenarnya mereka 

mempunyai klasifikasi sebagai pengedar atau bandar dan sebaliknya. Hal ini tentu saja 

berkorelasi dengan tingkat pengamanan terhadap mereka. 

 

Selain upaya pada tingkat hilir tersebut, penanggulangan kejahatan narkotika juga 

melibatkan tindakan preventif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara. Salah satu 

bentuk upaya preventif ialah melalui langkah pemetaan. Hingga saat ini, pemerintah telah 

memiliki data kriminalitas berupa crime rate, crime clock, crime total dan crime solved. 

Beberapa unit di kepolisian juga telah memiliki peta kejahatan di masing-masing wilayah 

kerjanya. Khusus untuk kejahatan narkoba, BNN dan Kementerian Kesehatan juga telah 

melaksanakan studi tentang tingkat prevalensi narkoba di beberapa segmen masyarakat.3
 

Berangkat dari gambaran fenomena peningkatan crime rate dan tingkat  okupansi 

lapas oleh pelaku tindak pidana narkotika tersebut, tentu diperlukan pendekatan pengendalian 

 

 

 

 
3 Pusat Penelitian Data dan Informasi, Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Pada Kelompok Rumah 

Tangga Di 20 Provinsi Tahun 2015 (Jakarta, 2016). 
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kejahatan yang lebih komprehensif guna menanggulangi kejahatan tersebut.4 Dalam hal ini, 

penggunaan data yang efektif merupakan salah satu hal yang bersifat krusial dalam 

membentuk arah kebijakan yang tepat sasaran dalam mengendalikan dan mencegah kejahatan 

narkotika di Indonesia. 

Beranjak dari fenomena yang ada, langkah pengedalian kejahatan patut didasarkan 

pada basis bukti (evidence) bahwa kejahatan narkotika merupakan sebuah pola (pattern). 

Dalam perspektif kebijakan koreksional, cara pandang kejahatan kejahatan narkotika sebagai 

sebuah pola menjadi penting mengingat perlakuan reintegratif kepada pelaku kejahatan 

tersebut memerlukan deskripsi penilaian tentang individualitas serta  kontekstualitas 

terjadinya kejahatan.5 Secara lebih makro, melalui pemetaan kejahatan narkotika sebagai pola 

akan dapat berkontribusi terhadap intervensi negara dalam menekan dan mencegah kejahatan 

narkotika. Logika tersebut secara langsung menghantarkan kita kepada pemahaman bahwa 

kejahatan narkotika sebagai pola dapat diulas lebih jauh melalui pendekatan pengendalian 

kejahatan. Dalam studi mengenai pelanggar hukum berat dan latar belakang sosial dan 

psikologi dari pelanggar yang dilakukan oleh para ahli, ditemukan bahwa terdapat korelasi 

positif antara latar belakang sosial dan latar belakang psikologis dari pelanggar hukum, 

diantaranya mencakup jenis kelamin, usia, latar belakang etnis, status sosial, kesehatan 

mental, tingkatan pendidikan, ketergantungan obat-obatan, pekerjaan, tingkat IQ, latar 

belakang keluarga, latar belakang agama, dan latar belakang pekerjaan di bidang militer 

dengan tendensi untuk melakukan tindakan kriminal.6 

Dengan demikian, gambaran tentang karakteristik kejahatan menjadi penting dalam 

rangka penegakan hukum pidana, khususnya untuk kasus tindak  pidana  narkotika.7 

Gambaran ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh karakteristik narapidana 

narkotika terhadap meningkatnya jumlah narapidana narkotika di Indonesia yang akan 

digunakan sebagai bahan pembentukan kebijakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

Kementerian Hukum dan HAM maupun stakeholder yang lain dalam rangka mencegah dan 

4 Anggi Aulina, “Kejahatan Di Wilayah Perkotaan Dan Model Integratif Pencegahan Kejahatan,” Jurnal Ilmu 

Kepolisian 11, no. 3 (2017): 6–15. 

5 J Rouse, Downsizing Prisons: How to Reduce Crime and End Mass Incarceration, Public Administration Review, 

vol. 66, 2006. 

6 Ardavan Khoshnood and Marie Väfors Fritz, “Offender Characteristics: A Study of 23 Violent Offenders in 

Sweden,” Deviant Behavior 38, no. 2 (2017): 141–153. 

7 R. Thomas Dull, “An Empirical Examination of the Anomie Theory of Drug Use,” Journal of Drug Education 13, 

no. 1 (1983): 49–62, http://journals.sagepub.com/doi/10.2190/9HTX-V0BQ-JU5A-7UHB; Jennifer B. Unger et 

al., “A Cultural Psychology Approach to ‘Drug Abuse’ Prevention,” Substance Use and Misuse 39, no. 10–12 

http://journals.sagepub.com/doi/10.2190/
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(2004): 1779–1820. 

menindak kejahatan narkotika. Lebih jauh menurut Holmes dan Holmes, salah satu tujuan  

dari penilaian (assessment) sosial dan psikologis dari narapidana pada gilirannya dapat 

berkontribusi pada pembentukan kebijakan manajemen risiko yang mampu menjadi  salah 

satu cara untuk dapat menekan berulangnya tindak pidana narkotika.8 Selain itu, gambaran 

karakteristik narapidana kasus narkotika yang berbasis pada tingkat risiko juga dapat 

dijadikan dasar dalam pembinaan dan rehabilitasi narapidana yang tepat sasaran, serta dapat 

menjadi dasar bagi negara dalam menyusun strategi pencegahan dan penindakan kejahatan 

tersebut.9 Atas dasar pemahaman tersebut, kajian ini menganggap perlu untuk mengelaborasi 

dan menjelaskan lebih lanjut tentang karakteristik narapidana kasus narkotika berdasarkan 

konstruksi faktor. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, kajian ini merumuskan 

pertanyaan bagaimana karakteristik narapidana narkotika berdasarkan faktor risiko di Wilayah 

Provinsi DKI Jakarta ? 

 

1.3. TUJUAN  

 

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan dari kajian ini 

adalah untuk mengetahui karakteristik narapidana narkotika berdasarkan faktor risiko di 

Provinsi DKI Jakarta. 

 

1.4. MANFAAT 

          

           Manfaat  praktis   kajian  ini    adalah    sebagai   bahan   kebijakan   untuk    Direktorat 

Jenderal       Pemasyarakatan,        Kementerian    Hukum   dan      HAM     dalam        rangka 

pembinaan narapidana narkotika sesuai dengan tingkat resiko. Selain itu hasil kajian ini 

diharapkan dapat digunakan oleh stakeholders yang terkait dalam rangka mencegah dan 

menindak kejahatan narkotika, serta mendukung pelaksanaan rencana aksi nasional 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor 

narkotika (P4GN), sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2018. 

 

8 Turvey, Criminal Profiling: An Introduction to Behavioral Evidence Analysis. 

9 Peter B. Ainsworth, Offender Profiling and Crime Analysis (Portland: Willan Publishing, 2001), 15. 
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1.5. KERANGKA TEORI 

 

Menurut Green, indikator adalah variabel-variabel yang bisa menunjukkan ataupun 

mengindikasikan kepada penggunanya mengenai sesuatu kondisi tertentu, sehingga bisa 

dipakai untuk mengukur perubahan yang terjadi (Green, 1992). Indikator yang berkaitan 

dengan karakteristik narapidana narkotika yaitu Indikator Risiko yang terdiri dari faktor 

risiko dan faktor kebutuhan seperti yang disajikan dalam tabel berikut. 

 
TABEL INDIKATOR RISIKO 

(KARAKTERISTIK PERSEPSI) 

Variabel 

(Kriminogenik/ 

NonKriminogenik) 

 

Indikator Faktor Risiko 

Dampak Frekwensi 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Psikologis 

Sosial/Psikososial 

Ekonomi 

1) WBP menggunakan alat 

komunikasi (HP) 

        

2) WBP menggunakan internet 

(HP/Laptop) 

        

3) WBP 

menggunakan/mendapatkan 

uang 

        

4) WBP mendapatkan ijin 

keluar Lapas 

        

5) WBP mendapatkan 

kunjungan dengan waktu 

tidak terbatas 

        

6) WBP berkomunikasi dengan 

banyak WBP lain di Lapas 

        

7) WBP berkomunikasi dengan 

teman di luar Lapas 

        



9 
 

 8) WBP dikunjungi banyak 

orang 

        

9) WBP dikunjungi oleh orang 

yang sama 

        

10) WBP mendapatkan narkoba 

di Lapas 

        

11) WBP mengedarkan narkoba 

di Lapas 

        

12) WBP menggunakan narkoba         

13) WBP mengendalikan 

narkoba di Luar Lapas 

        

14) WBP berkomunikasi dengan 

satu atau beberapa petugas 

        

15) WBP berkomunikasi dengan 

Kepala Lapas 

        

16) WBP berkomunikasi dengan 

satu atau beberapa petugas 

        

17) WBP memberi uang/upah 

kepada WBP lain 

        

18) WBP berkomunikasi dengan 

banyak tamping 

        

19) WBP meminta bantuan 

tamping 
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 20) WBP meminta bantuan 

petugas Lapas 

        

21) WBP mendapat bantuan dari 

Petugas 

        

22) WBP menyuruh WBP lain 

dengan mudah 

        

23) WBP mempengaruhi 

petugas lapas 

        

 24) WBP mempengaruhi 

tamping 

        

25) WBP mempengaruhi Kepala 

lapas/rutan 

        

26) WBP pernah terlibat dalam 

aksi kekerasan/tawuran di 

luar Lapas 

        

27) WBP pernah terlibat dalam 

aksi kekerasan di Lapas 

        

28) WBP pernah bergabung 

dalam kelompok/geng di 

luar Lapas 

        

 29) WBP bergabung dalam 

kelompok/geng di Lapas 

        

 30) WBP pernah memimpin 

kelompok/geng 
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 31) WBP pernah melakukan 

pencurian, perampasan, 

perampokan 

        

 32) WBP pernah melakukan 

pelanggaran indisipliner di 

tempat kerja 

        

 33) WBP pernah melakukan 

kejahatan berulang 

        

 34) WBP melakukan kekerasan 

di dalam lapas 

        

 35) WBP mendapatkan 

kemudahan akses terhadap 

fasilitas kesehatan yang ada 

di lapas/rutan 

        

 36) WBP memeriksakan diri 

pada fasilitas kesehatan 

yang ada di lapas/rutan 

        

 37) WBP mendapatkan 

penanganan medis dengan 

baik 

        

 38) WBP mendapatkan 

penanganan kesehatan 

dengan cepat 

        

 39) WBP mendapatkan obat 

sesuai dengan penyakitnya 
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 40) WBP mendapatkan 

narkotika dengan mudah 

(jika lagi “nagih”) 

        

 41) WBP mengikuti program 

hidup sehat 

        

 42) WBP melibatkan anggota 

keluarga lain dalam 

penggunaan narkotika 

        

 43) WBP melibatkan anggota 

keluarga lain dalam 

peredaran narkotika 

        

 44) WBP Narkoba merekrut 

orang lain menjadi pengedar 

narkoba 

        

 45) WBP lebih sering 

mendapatkan kunjungan 

dari WBP lain 

        

 
46) WBP sering menggunakan 

narkotika 

        

 47) WBP lebih banyak bergaul 

dengan teman dibandingkan 

dengan keluarga 

        

 
48) WBP melanggar peraturan 

yang berlaku 

        

 

 

 

 



13 
 

1.6. TINJAUAN KONSEPTUAL/DEFINISI OPERASIONAL 
 

Untuk menghindari kesalahan dalam memaknai konsep-konsep yang dipergunakan 

dalam kajian ini, maka berikut akan diberikan definisi operasional dari konsep-konsep yang 

dipergunakan: 

1. Karakteristik Narapidana Narkotika dilihat dari faktor risiko, yaitu: 

a. Risiko Nonkriminogen 

b. Risiko Kriminogen 

2. Narkotika adalah suatu istilah umum untuk semua zat yang menyebabkan 

kelemahan/pembiusan atau mengurangi rasa sakit.” Patologi sosial , merumuskan definisi 

narkotika sebagai bahan-bahan yang mempunyai efek kerja pembiusan atau dengan 

menurunkan kesadaran.10 

3. Pecandu Narkotika atau Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan atau 

menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik 

secara fisik maupun psikis.11 

4. Pengedar Narkotika berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penjual, pembeli 

untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan 

perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika/Psikotropika sebagaimana rumusan 

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

           5.  Bandar    Narkotika   dapat  diartikan  sebagai  siapa   saja  yang   mengadakan  kejahatan  

               Narkotika  secara  sembunyi  atau  sebagai  mereka  yang  memiliki  perdagangan (illegal) 

              narkotika. Penggunaan  istilah  pemakai, pengedar  dan bandar bukanlah merupakan istilah 

              resmi yang  digunakan  oleh Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2009  Tentang  Narkotika  

              untuk menyebut subjek hukum. Istilah ini adalah istilah sosiologis dan etimologis yang 

dipinjam untuk  merujuk pada subjek hukum yang disebut dalam  Undang-Undang Nomor  

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

 

 

10 Soedjono, Patologi Sosial. Penerbit Alumni: 1982, Bandung, hlm.78 

11 Lihat Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
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6. Pemasyarakatan   adalah   kegiatan   untuk   melakukan pembinaan Warga Binaan   

    Pemasyarakatan   berdasarkan   sistem, kelembagaan, dan   cara  pembinaan yang    

    merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. 

7. Lembaga  Pemasyarakatan    yang selanjutnya disebut lapas adalah tempat   

   untuk  melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. 

8. Narapidana     narkotika    adalah    terpidana    yang    menjalani   pidana    hilang  

    kemerdekaan di Lapas karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun  

    2009 Tentang Narkotika. 
 

1.7. METODE 

Kajian ini merupakan kajian analitik yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan sebab akibat antara dua variabel secara observasional, dimana bentuk 

hubungan dapat berupa perbedaan, hubungan atau pengaruh.  

Data utama kajian ini bersumber dari UPT pemasyarakatan di jajaran Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Selain itu, data bersumber dari 

kuesioner mengenai indikator profiling, yang berasal dari narapidana terkait kasus 

narkotika di UPT Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM DKI Jakarta..  

Daftar kuesioner yang disusun berisikan pertanyaan tentang variabel dan 

elemen- elemen yang indikator profiling. Untuk kepentingan analisis maka setiap 

elemen diukur berdasarkan empat tingkatan dan setiap tingkatan diberi nilai dengan 

skala interval (skala Likert). 

 

1.8. KELUARAN KAJIAN 

Kajian   ini   akan   menghasilkan   keluaran berupa laporan hasil kajian yang berisi 

       tentang karakteristik Narapidana Kasus Narkotika. 

 

1.9. JADWAL KEGIATAN DAN LOKASI KAJIAN 
 

Kajian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan. Kajian akan 

dilakukan di Unit Pelaksana Teknis dijajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

dan HAM DKI Jakarta, yaitu : 

        1.  Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Pusat 

        2.  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba 

        3.  Lembaga Pemasyakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta 

        4.  Lembaga Pemasyakatan Kelas I Cipinang
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Tahap Kegiatan Bulan 

1 2 3 4 5 6 

1. Penyusunan Desain /instrument Pengkajian       

1. Penyusunan desain pengkajian dan instrumen 

pengkajian 

X      

2. Presentasi desain pengkajian X      

3. Pengumpulan koordinasi dengan intansi terkait  X X    

2. Pengumpulan data lapangan       

i. Pengumpulan data dengan responden  X X X X  

ii.         Pengolahan data dan analisa data  X X X X  

3.          Penyusunan Laporan Akhir     X X 
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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1.KARAKTERISTIK INDIVIDU 

 

Karakteristik individu adalah orang yang memandang berbagai hal secara berbeda akan berperilaku secara berbeda, 

orang yang memiliki sikap yang berbeda akan memberikan respon yang berbeda, orang yang memiliki kepribadian yang 

berbeda berinteraksi dengan dengan cara yang berbeda dengan atasan, rekan-rekan kerja dan bawaan. Setiap individu 

memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan dan karakteristik yang memperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik 

bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor 

sosial psikologis.1 

Karakteristik individu mencakup sejumlah sifat dasar yang melekat pada individu tertentu. Karakteristik individu 

mencakup sifat-sifat berupa kemampuan dan keterampilan; latar belakang keluarga, sosial, dan pengalaman, umur, bangsa, 

jenis kelamin dan lainnya yang mencerminkan sifat demografis tertentu; serta karakteristik psikologis yang terdiri dari persepsi, 

sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi. Lanjutnya, cakupan sifat-sifat tersebut membentuk suatu nuansa budaya tertentu 

yang menandai ciri dasar bagi suatu organisasi tertentu pula.2 

Faktor kepribadian dan faktor konstitusi seseorang merupakan dua faktor yang ikut menentukan seseorang tergolong 

kelompok beresiko tinggi atau tidak. Terdapat beberapa ciri individu dengan resiko tinggi gangguan penggunaan narkotika 

seperti; individu dengan sifat mudah kecewa dan kecenderungan menjadi agresif dan destruktif sebagai cara menanggulangi 

perasaan kecewa tersebut, individu dengan perasaan rendah diri (low self-esteem), adanya sifat tidak dapat menunggu atau 

bersabar yang berlebihan, suka mencari sensasi, melakukan hal-hal yang mengandung risiko bahaya yang berlebihan, sifat 

cepat menjadi bosan dan merasa tertekan, murung dan merasa tidak sanggup berfungsi dalam kehidupannya sehari-hari.3 

Penyebab seseorang pertama kali menyalahgunakan narkoba hampir dipastikan karena rasa ingin tahu yang sangat 

besar, penjelajahan, petualangan, ingin menunjukkan keberanian, ingin ambil resiko, nekat. Masa remaja juga dikenal dengan 

masa labil, mudah terpengaruh, mudah meniru, tanpa memikirkan akibat di masa datang.4 Menurut Landau, penyebab 

terjadinya penyalahgunaan narkoba pada remaja yaitu: gaya hidup keluarga, predisposisi pada alkohol, tekanan kelompok 

teman sebaya, kekacauan remaja, dan masalah-masalah psikologis dan emosional yang serius.5 

Masa remaja ditandai oleh perubahan fisik, emosional, intelektual, seksual dan sosial. Perubahan tersebut dapat 

mengakibatkan dampak sebagai berikut: pencarian jati diri, pemberontakan, pendirian yang labil, minat yang berubah-ubah, 

mudah terpengaruh mode, konflik dengan orang tua dan saudara, dorongan ingin tahu dan mencoba yang kuat, pergaulan 

intens dengan teman sebaya dan membentuk kelompok sebaya yang menjadi acuannya. Maka dari itu, masa remaja menjadi 

masa-masa yang rawan bagi remaja untuk terjerumus dalam segala bentuk kenakalan. Masa remaja merupakan masa transisi, 

yaitu suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Masalah utama remaja pada umumnya adalah 

                                                             
1 J.M. Ivancevich, R. Konopaske, and M.T. Matteson, Perilaku Dan Manajemen Organisasi (Jakarta: Erlangga, 2006). 
2 Winardi, Manajemen Perilaku Organisasi (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2004). 
3 Kurniadi Hartati and Riyanto Budi, Napza Dan Tubuh Kita (Jakarta: Jendela, 2000). 
4 Badan Narkotika Nasional, Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 
2003). 
5 Tina Afiatin, Pengetahuan Dan Penyalahgunaan Narkoba Pada Siswa SMA Negeri Di Kota Yogyakarta (Jakarta, 2004). 
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pencarian jati diri. Mereka mengalami krisis identitas karena untuk dikelompokkan ke dalam kelompok anak-anak merasa 

sudah besar, namun kurang besar untuk dikelompokkan dalam kelompok dewasa. Hal ini merupakan masalah bagi setiap 

remaja. Oleh karena itu, seringkali memiliki dorongan untuk menampilkan dirinya sebagai kelompok tersendiri. Dorongan ini 

disebut sebagai dorongan originalitas. Namun dorongan ini justru seringkali menjerumuskan remaja pada masalah-masalah 

yang serius, seperti narkoba.6 

Beberapa faktor penyebab seseorang, khususnya remaja, menjadi pecandu atau pengguna narkotika adalah:7  

a. Ingin Terlihat Gaya  

Narkotika jenis tertentu dapat membuat pemakainya menjadi lebih berani, keren, percaya diri, kreatif, santai, dan lain 

sebagainya. Efek keren yang terlihat oleh orang lain tersebut dapat menjadi trend pada kalangan tertentu sehingga 

orang yang memakai zat terlarang itu akan disebut trendy, gaul, modis, dan sebagainya.  

b. Solidaritas Kelompok/Komunitas/Geng  

Sekelompok orang yang mempunyai tingkat kekerabatan yang tinggi antar anggota biasanya memiliki nilai solidaritas 

yang tinggi. Jika ketua atau beberapa anggota kelompok yang berpengaruh pada kelompok itu menggunakan narkotika, 

maka biasanya anggota yang lain baik secara terpaksa atau tidak terpaksa akan ikut menggunakan narkotika itu agar 

merasa seperti keluarga senasib sepenanggungan.  

c. Menghilangkan Rasa Sakit  

Seseorang yang memiliki suatu penyakit atau kelainan yang dapat menimbulkan rasa sakit yang tidak tertahankan dapat 

membuat orang jadi tertarik jalan pintas untuk mengobati sakit yang dideritanya yaitu dengan menggunakan obat-

obatan dan zat terlarang.  

d. Coba-Coba atau Ingin Tahu 

Dengan merasa tertarik melihat efek yang ditimbulkan oleh narkotika, seseorang dapat memiliki rasa ingin tahu yang 

kuat untuk mencicipi nikmatnya narkotika tersebut. Seseorang dapat mencoba narkotika untuk sekedar mengobati rasa 

penasarannya. Tanpa disadari dan diinginkan, orang tersebut akan ketagihan dan akan melakukannya lagi berulang-

ulang tanpa bisa berhenti 

e. Ikut-ikutan  

Orang yang sudah menjadi korban narkotika mungkin akan berusaha mengajak orang lain yang belum terkontaminasi 

narkoba agar orang lain ikut bersama merasakan sensasi atau penderitaan yang dirasakannya. Pengedar dan pemakai 

mungkin akan membagi-bagi gratis obat terlarang sebagai perkenalan dan akan meminta bayaran setelah korban 

ketagihan. 

f. Menyelesaikan dan Melupakan Masalah/Beban Stres  

Orang yang dirudung banyak masalah dan ingin lari dari masalah dapat terjerumus dalam pangkuan narkotika, supaya 

dapat tidur nyenyak, mabuk, atau merasakan kegembiraan yang timbul yang merupakan efek penggunaan dari 

narkotika tertentu. 

g. Menonjolkan Sisi Pemberontakan atau Merasa Hebat  

                                                             
6 Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso, “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja,” 
Jurnal Penelitian & PPM 4, no. 2 (2017): 129–389. 
7 Ibid. 
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Seseorang yang nakal atau jahat umumnya ingin dilihat oleh orang lain sebagai sosok yang ditakuti agar segala 

keinginannya dapat terpenuhi. Narkotika akan membantu membentuk sikap serta perilaku yang tidak umum dan 

bersifat memberontak dari tatanan yang sudah ada. Pemakai yang ingin dianggap hebat oleh kawan-kawannya pun 

dapat terjerembab pada narkotika.  

h. Menghilangkan Rasa Penat dan Bosan  

Rasa bosan, rasa tidak nyaman dan lain sebagainya bagi sebagaian orang adalah sesuatu yang tidak menyenangkan dan 

ingin segera dihilangkan dari alam pikiran. Narkotika dapat membantu seseorang yang sedang banyak pikiran untuk 

melupakan kebosanan yang melanda. Seseorang dapat mengejar kenikmatan dengan menggunakan obat terlarang yang 

menyebabkan halusinasi dan khayalan yang menyenangkan.  

i. Mencari Tantangan atau Kegiatan Beresiko  

Bagi orang-orang yang senang dengan kegiatan yang memiliki resiko tinggi dalam menjalankan aksinya ada yang 

menggunakan narkotika supaya bisa menjadi yang terhebat, penuh tenaga dan penuh percaya diri. 

j. Merasa Dewasa  

Pemakai narkotika yang masih muda terkadang ingin dianggap dewasa oleh orang lain agar dapat hidup bebas, sehingga 

melakukan penyalahgunaan narkotika. Dengan menjadi dewasa seolah-olah orang itu dapat bertindak semaunya 

sendiri, merasa sudah matang, bebas dari peraturan dan pengawasan orangtua, guru, dan lain-lain. 

Karakteristik jenis kelamin berperan terhadap para perilaku pengguna narkoba. Peran jenis kelamin ini lebih tepat 

apabila dikatakan perbedaan perilaku laki-laki-perempuan itu dipengaruhi berbagai faktor, entah itu biologi, pengaruh 

pandangan orang tua, pandangan guru-guru di sekolah dan juga keterbatasan anak sendiri dalam menerapkan pandangam 

umum tentang pola sikap laki-laki dan perempuan. Menurut Kartono, ciri-ciri jasmaniah perempuan sangat berbeda dengan 

milik kaum laki-laki. Perbedaan secara antomis dan fisiologis ini menyebabkan adanya perbedaan pada struktur tingkah laku 

dan struktur aktivitas laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut menimbulkan perbedaan isi dan tingkah lakunya serta 

kemampuan selektif terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Perbedaan dapat dilihat dari segi biologis maupun psikis, 

tetapi perbedaan itu tidak berarti bahwa satu lebih tinggi dari yang lain. Perempuan akan lebih dekat dengan masalah-masalah 

kehidupan praktis, konkrit, lebih spontan, bergairah, penuh vitalitas hidup, heterosentris dan sosial. Sedangkan laki-laki lebih 

egosentris dan tertarik pada segi kejiwaan yang bersifat abstrak.8 

Jalan pikiran laki-laki tidak dikuasai emosi, perasaan maupun suasana hati. Perempuan diperbolehkan bersandar 

secara emosional pada laki-laki, boleh memiliki keterbatasan dan meminta bantuan kepada siapa saja. Sementara laki-laki 

dituntut untuk tidak tergantung pada orang lain tetapi harus tergantung pada kompetensinya sendiri.9 Tekanan tersebut dapat 

menimbulkan ketegangan dan untuk mengatasinya seseorang akan memberontak yang salah satunya dengan 

menyalahgunakan narkotika. 

Faktor lingkungan sosial, hubungan ayah dan ibu yang retak, komunikasi yang kurang efektif antara orangtua dan 

anak, merupakan faktor yang ikut mendorong seseorang pada gangguan penggunaan zat di samping faktor lingkungan 

pergaulan baik di sekolah, di tempat kerja, maupun di luar sekolah atau tempat kerja.10 Keluarga merupakan unit terkecil dari 

masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di satu tempat dan saling 

                                                             
8 Kartini Kartono, Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual (Bandung: PT. Mandar Maju, 1989). 
9 Gunarsa, Psikologi Praktis : Anak, Remaja, Dan Keluarga (Jakarta: Gunung Mulia, 1995). 
10 Hartati and Budi, Napza Dan Tubuh Kita. 
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ketergantungan. Keluarga juga merupakan agen sosialisasi pertama dalam pembentukan kepribadian seorang anak, seorang 

anak akan menerima sosialisasi sejak dini, peran yang ia contoh pertama kali adalah peran orang tua. Seorang anak akan 

memperhatikan dan mulai mencontohkan kebiasaan yang dilakukan anggota keluarga lain yang lebih dewasa. 

Ketidakharmonisan keluarga muncul ketika keluarga tidak dapat menjaga sepenuhnya sehingga keluarga yang besangkutan 

akan mengalami broken home. Dalam keluarga yang broken home, di mana sering terjadi percekcokan antara orang tua dan 

sikap saling bermusuhan disertai tindakan yang agresif, maka dengan sendirinya keluarga yang bersangkutan akan mengalami 

kegagalan dalam menjalankan fungsinya.11 Sejumlah remaja yang melakukan penyalahgunaan narkoba dan mengikuti terapi 

menunjukan tingkat stres yang besar, penilaian diri yang rendah serta hubungan keluarga yang tidak harmonis dan terlalu 

banyak meminta tuntutan.12 

2.2. PENGERTIAN NARKOTIKA 

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,baik 

sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.13Narkotika yang terkenal diIndonesia sekarang ini 

berasal dari kata “Narkoties”, yang sama artinya dengan kata narcosis yang berarti membius. Sebelumnya di Indonesia dikenal 

dengan sebutan madat. 

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik 

dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain 

didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam 

ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi 

menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan 

dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Narkotika. 

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika adalah Orang yang 

menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun 

psikis sedangkan penyalah guna narkotika dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. 

Pengguna Narkotika menurut UU Narkotika dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan 

ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.14   

2. Penyalah Guna yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum15 Penyalahguna Narkotika 

(Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal 127). 

                                                             
11 Kurnia Fajar Mulia, “Profil Wanita Penyalahguna Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Anak Pekanbaru,” JOM FISIP 
4, no. 2 (2017): 1–15. 
12 L. Martono and S. Joewana, Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat (Jakarta: Balai Pustaka, 2006). 
13 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, n.d.Pasal 1 angka 1 
14 Ibid. Pasal 1 angka 13 jo Pasal 54 jo Pasal 127 
15 Ibid. Pasal 1 angka 13 
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Pada intinya, khusus bagi orang mengedarkan, menyalurkan, memiliki, menguasai, menjadi perantara, menyediakan, 

memperjual-belikan, mengekspor-impor narkotika tanpa izin pihak berwenang dapat dikenakan sanksi pidana penjara antara 2 

(dua) sampai 20 (dua puluh) tahun, bahkan sampai pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup tergantung dari jenis dan 

banyaknya narkotika yang diedarkan, disalurkan atau diperjual belikan. (lebih detail bisa dilihat dalam Ketentuan Pidana dari 

Pasal 111 sampai Pasal 126 UU Narkotika). 

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :16 

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau 

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 

112. 

2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika 

Golongan I, Pasal 113. 

3. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114. 

4. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengakut, atau mentransito Narkotika Golongan 

I, Pasal 115. 

5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau 

memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116. 

6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika 

Golongan II, Pasal 117. 

7. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika 

Golongan II, Pasal 118. 

8. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119. 

9. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika 

Golongan II, Pasal 20. 

10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau 

memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121. 

11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau 

menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122. 

12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika 

Golongan III, Pasal 123.\ 

13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124. 

14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika 

Golongan III, Pasal 125. 

15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau 

                                                             
16 Gatot Sumantoro, Hukum Narkotika Indonesia (Jakarta, 2009). Hlm 28 
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memberikan Narkotika. Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126. 

16. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang 

belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128. 

17. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk perbuatan Narkotika; Memproduksi, 

menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, 

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk 

pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan 

Narkotika Pasal 129. 

18. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130. 

19. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131. 

20. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan 

kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak 

yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133. 

21. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika 

yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134. 

2.3.  MANFAAT CRIMINAL PROFILING DALAM PENANGGULANGAN   

        PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA 

 

                 Criminal profiling (pemrofilan criminal) adalah sub-disiplin dari kriminologi forensik (Turvey, Petherick, 

and Ferguson, 2010), mengatakan dalam ilmiah behavioral dan ilmiah forensik yang tidak terpisahkan. Merujuk 

pada Turvey (2012), Criminal Profiling mencakup pencarian hubungan antara karakteristik kriminal secara fisik, 

kebiasaan, emosional, psikologi dan bahkan vokasi. Criminal profiling juga merupakan pekerjaan yang 

menyimpulkan rincian ciri-ciri fisik, demografis dan behavioral (keprilakuan) dari kemungkinan pelaku kejahatan 

berdasarkan aksi-aksinya pada tempat kejadian perkara (TKP) kejahatan (O’Toole, 1999; snook, Gendreau, Bennell 

& Taylor. 2008). Data scene kejahatan dapat juga diambil dari foto-foto, laporan – laporan penyelidik, hasil otopsi, 

dan sebagainya, yang akan menyusun suatu criminal profile dari pelaku kejahatan (June m a n, 2009). 

 

                Menurut Winerman (2004 dalam June m a n 2009), terdapat dua pemrofilan criminal, yaitu Offender 

profiling dan Crime action profiling. Offender profiling merupakan investigasi psikologi yang seluruh penyimpulan 

dalam pemrofilan berbasiskan penelitian empiris (psikologi akademis) dan ditimbang oleh oleh rekan sejawat 

(peer-reviewed). Kejahatan dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya dengan cara pelaku berinteraksi 

dengan korbannya. Crime action profiling, yang berbasiskan pengetahuan yang dikembangkan oleh para psikolog 

forensik, psikiater, dan kriminolog berdasarkan sejumlah besar studi terhadap pelaku narkotika. Model-model yang 

digunakan sebagai panduan bagi pemrofilan terhadap aksi Kriminal, menurut Kocsis ( Winerman, 2004) serupa 

dengan wawancara terstruktur yang digunakan oleh para psikolog klinis untuk membuat diagnosis klinis ( Kocsis 

dalam Winerman, 2004). Menurut Kocsis (2006), profil kriminal yang dihasilkan oleh pemrofilan kriminal dapat 

dibedakan dengan  



22 
 

 

               Aspek signifikan dari criminal profiling adalah pengetahuan mengenai perilaku manusia dan keahlian untuk 

menginterpretasikan makna-makna dari perilaku tersebut; sementara itu, ahli-ahli psikologi dan psikiatri forensik 

memiliki pemahaman dan pelatihan yang khas dalam proses-proses mental, fisiologi, perilaku manusia, dan 

psikopatologi ( Turvey, 2008). Kompetensi psikologis diperlukan untuk menyimpulkan signature behaviour dan 

modus operandi pelaku kejahatan narkotika. Modus operandi mengindikasikan pendidikan dan pelatihan teknis 

yang dimiliki pelaku kejahatan narkotika serta tingkat pengalaman pelaku kejahatan narkotika. Signature 

behaviours merupakan setiap tindakan yang dilakukan pelaku kejahatan narkotika yang tidak harus menjadi syarat 

perlu bagi sebuah tindakan Kriminal, namun menyatakan kebutuhan psikologis atau emosional pelakunya ( seperti : 

rasa tamak, balas dendam, rasa marah, mencari untung, ingin berbuat sadis atau prilaku tak wajar lainnya, hasrat 

berkuasa, dan sebagainya) (Rogers, 2003; Turvey, 2008). 

 

               Dalam profil kriminal akan digambarkan mengenai pembawaan personal, kecenderungan, kebiasaan, serta 

karakteristik geografis-demografis pelaku kejahatan (misalkan : usia, jenis kelamin, status sosio-ekonomi, 

pendidikan, asal tempat tinggal). Penyusunan profil kriminal akan berkaitan dengan analisa bukti fisik yang 

ditemukan ditempat kejadian kejahatan, proses penggalian pemahaman mengenai korban ( vikctimologi), mencari 

modus operandi ( apakah peristiwa kejahatan terencana atau tidak terencana), serta proses pencarian jejak pelaku 

kejahatan yang sengaja ditinggalkan (signature). 

 

              Manfaat criminal profiling secara umum yaitu mencoba menguraikan tentang penyebab munculnya 

perilaku kejahatan narkotika oleh pelaku ( ide atau fantasia apa yang menyebabkan ia melakukan kejahatan 

tertentu). Profil criminal juga akan menjelaskan metode dan cara melakukan kejahatan (bagaimana cara memilih 

korban, bagaimana cara ia melakukan kejahatan, serta apakah pelaku berusaha menghilangkan jejak atau alat bukti 

kejahatan). Terakhir, profil kriminal juga akan mencoba menjelaskan perilaku pelaku kejahatan setelah peristiwa 

kejahatan ( apakah ia akan mengulangi kembali perilaku kejahatannya atau akankah ia merespon media massa atau 

penegak hukum) (Holmes dan Holmes, 2008). 
 

 

2.4. FAKTOR KRIMINOGEN DALAM PENINGKATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA 

 

              Menurut Sudarsono, (Sudarsono; Kenakalan Remaja, cet. Ii, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 67.) bahwa 

penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dilatar belakangi oleh beberapa sebab, yaitu :  

a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya  

    seperti ngebut dan bergaul dengan wanita; 

b. Menunjukkan tindakan yang menentang orang tua, guru, dan norma sosial; 

c. Mempermudah penyaluran dan mempermudah perbuatan seks; 

d. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional; 
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e. Mencari dan menemukan arti hidup; 

f. Mengisi kekosongan dan kesepian hidup; 

g. Menghilangkan kegelisahan, frustrasi dan kepepet hidup; 

              Menurut hasil penelitian Dadang Hawari, bahwa diantara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan 

narkotika dan psikotropika adalah : 

a. Faktor kepribadian anti sosial dan psikopatik; 

b. Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa dan depresi; 

c. Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang  

    tua dengan anak; 

d. Kelompok teman sebaya; dan Narkotika dan psikotropika itu sendiri mudah diperoleh dan  

   tersedianya pasaran yang resmi maupun yang tidak resmi 

 

             Kongres VIII PBB (Eights UN Congress, Dokumen A/CONF.144/L.3, halaman 3) menentukan faktor 

kriminogen yang terkait dengan kejahatan diperkotaan (Urban Crime) yaitu: 

a. Kemiskinan, pengangguran, kebodohan, kekurangan perumahan yang layak dan standar  

    pendidikan yan tidak sesuai 

b. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek. 

c. Mengendurnya ikatan social dan keluarga. 

d. Kondisi yang menyulitkan bagi emigrasi perkotaan 

e. Rusak atau hancurnya identitas budaya asli yang bersamaan dengan adanya rasisme dan  

   diskriminasi. 

f. Menurunnya lingkungan kualitas perkotaan 

g. Sulitnya orang modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di lingkungan masyarakat,  

    keluarga, tempat bekerja, dan lingkungan sekolah. 

h. Penyalahgunaan alcohol dan obat bius, dan lain-lain yang pemakaiannya diperluas. 

i. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi khususnya perdagangan obat bius dan  

   penadahan barang-barang curian. Dorongan ide dan sikap khususnya oleh media yang  

   mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan haka tau sikap-sikap intoleransi. 

 

             Faktor kriminogen dalam peningkatan tindakan pidana narkotika secara garis besar ada dua yaitu : 

a. Kondisi lingkungan masyarakat yang tidak sehat atau rawan, dapat menjadi factor  

    terganggunya perkembangan jiwa kearah perilaku yang menyimpang yang pada akhirnya  

    terlibat penyalahgunaan atau ketergantungan narkoba. Lingkungan masyarakat yang rawan  

    tersebut anta lain : 

1. Semakin banyaknya pengangguran, anak putus sekolah dan anak jalanan. 
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2. Tempat-tempat hiburan yang buka hingga larut malam bahkan hingga dini hari dimana sering digunakan 

sebagai tempat transaksi narkoba. Kebut-kebutan, coret-coretan, pengerusakan tempat-tempat umum. 

3. Tempat-tempat transaksi narkoba baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi 

b. Lingkungan   Sekolah / Pekerjaan. (Hari Sasangka. 2003.  Narkotika  dan  Psikologi  Dalam  

    Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkotika. Bandung.  

    Cet. I Penerbit Mandar Maju. Hal. 6)   Lingkungan   sekolah   dan   Pekerjaan   juga   dapat  

    mengakibatkan seseorang menggunakan narkotika, yang salah satunya pemicunya adalah  

    adanya seorang yang merupakan pengguna narkotika yang kerja / sekolah di tempat yang  

    sama  sehingga  dengan  gampang  dia  mengajak  teman lainnya untuk ikut menggunakan  

    narkotika. 

    Apabila di dalam dunia kerja dan sekolah, misalkan di sekolah tersebut tidak ada media yang  

    Memadai  untuk  mengembangkan  diri  dari dalam  berkreasi yang sifatnya positif, mungkin  

    pelajar mudah dipengaruhi dengan kegiatan yang negatif, salah satunya mudah terpengaruh  

    dengan obat-obatan terlarang sedangkan di dalam dunia kerja seorang tidak selalu bekerja      

    dengan  mulus  tetapi  disuatu  waktu  seseorang  juga  merasa jenuh dengan pekerjaanya,  

    dengan  kejenuhannya  saat  bekerja  seseorang  mudah  dipengaruhi dengan hal-hal yang  

    negatif. Misalkan saja  masuknya obat-obatan yang  dibuat  sebagai doping/suplemen saat  

    bekerja, dan  saat suplemen  itu sudah  manjur lagi buat tubuhnya  seseorang sudah mulai  

    mencoba-coba obat yang terlarang. 
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BAB III  

 

PEMBAHASAN 

 

Bab ini menyajikan analisis deskriptif karakteristik Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) 

Narkotika di Wilayah Hukum Provinsi DKI Jakarta berdasarkan jumlah sampel yang ada. Jumlah 

sampel yang berhasil mengisi kuesioner sebanyak 83 orang. Narasi pada Bab ini tidak 

menggambarkan seluruh populasi  WBP Narkotika di Wilayah Hukum DKI Jakarta tetapi terbatas 

pada gambaran dari 83 sampel. 

 

3.1 SIKLUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA 

 Sebelum memaparkan karakteristik WBP Narkotika, pada sub bab ini diidentifikasi siklus 

penyalahgunaan narkotika yang diperoleh dari jawaban responden. Rantai peyalahgunaan 

narkotika yang dapat diidentifikasi mulai dari fase coba-coba, pemakai aktif, dan pengedar.  

 Menurut WBP Narkotika, setidaknya ada tiga hal yang mendorong WBP Narkotika 

menyalahgunakan narkotika. Pertama, rasa ingin tahu yang besar untuk menikmati narkotika; 

kedua, karena ajakan kawan/teman dan ketiga, karena lingkungan. Dari tiga faktor tersebut, 

dorongan menyalahgunakan narkotika yang terbesar adalah karena rasa ingin tahu (30,10 %). 

Dari faktor inilah siklus penyalahgunaan narkotika bermula. Selanjutnya, ajakan teman dan 

pengaruh dari lingkungan yang buruk akan menguatkan seseorang untuk terperangkap dalam 

penyalahgunaan narkotika (Gambar 3.1).  

 

Gambar 3.1 

WBP Narkotika Menurut Dorongan Menyalahgunakan Narkotika 
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 Rasa ingin tahu yang besar akan mendorong pada pencarian informasi tentang narkotika. 

Gambar 3.2 mengomfirmasi bahwa teman main adalah sumber informasi terbesar bagi WBP 

narkotika mengenal narkotika. Selain itu, teman dekat/pacar dan teman kuliah/sekolah juga 

merupakan sumber informasi narkotika yang paling banyak diutarakan responden. Artinya, 

pemasaran narkotika lebih banyak disebarkan dari “mulut ke mulut” dari satu teman ke teman 

lainnya. 

 

Gambar 3.2 

WBP Narkotika Menurut Sumber Informasi Narkotika Pertama Kali 
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Saat pertama kali menyalahgunakan narkotika, biasanya didahului dengan coba-coba. 

Gambar 3.4 menginformasikan bahwa kebanyakan WBP Narkotika pertama kali 

menyalahgunakan narkotika karena coba-coba/iseng (57,8 %). Selain itu, ajakan teman turut 

mempengaruhi penyalahgunaan narkotika di kalangan WBP narkotika. Satu di antara empat 

WBP narkotika terbujuk ajakan teman untuk menyalahgunakan narkotika. Sebaliknya, tawaran 

pengedar narkotika sangat kecil pengaruhnya dalam penyebaran penyalahgunaan narkotika. 

Konfirmasi lain yang menguatkan bahwa narkotika disebarkan dengan cuma-cuma lebih 

dahulu adalah bahwa 78 persen pengguna narkotika tidak membayar saat pertama kali 

mengkonsumsi narkotika (Gambar 3.2). Hal ini disebabkan karena sebagian besar narkotika 

diperoleh pertama kali dari teman (68,7 %) bukan dari pengedar.  

 

 

Gambar 3.3 

WBP Narkotika Menurut Penyebab Menggunakan Narkotika Pertama Kali 

 

 

 

Senada dengan itu, tempat memperoleh narkotika paling banyak di tempat-tempat di 

mana teman-teman WBP biasa berkumpul. Tempat nongkrong dan rumah teman adalah dua 

tempat yang biasa digunakan untuk memperoleh narkotika. Selain dua tempat ini, tempat hiburan 

juga kerapkali digunakan sebagai tempat bertransaksi narkotika. 
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Gambar 3.4 

WBP Narkotika Menurut Cara dan Asal Memperoleh Narkotika Pertama Kali 

 

 

 

Selain itu, pintu masuk penyalahgunaan narkotika dapat diidentifikasi melalui tiga 

kebiasaan. Pertama, kebiasaan merokok; kedua, kebiasaan minum-minuman keras dan ketiga, 

hubungan seks pranikah. Hampir 76 persen WBP narkotika mempunyai kebiasaan merokok, 

sebelas persen mempunyai kebiasaan minum-minuman keras dan tujuh persennya melakukan 

hubungan seks pra nikah. Konsumsi narkotika sangat dekat dengan tiga kebiasaan ini. Hal ini 

terindikasi pada Gambar 3.4.     

  

Gambar 3.5 

WBP Narkotika Menurut Aktifitas Selain Menggunakan Narkotika 
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 Selaras dengan aktifitas yang biasa dilakukan selain konsumsi narkotika, Gambar 3.6 

memperlihatkan jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan. Ganja sangat lekat dengan 

kebiasaan merokok. Persentase WBP narkotika yang menyalahgunakan ganja terbesar yaitu 52 

persen. Selanjutnya, shabu-shabu menempati tempat kedua jenis narkotika yang paling banyak 

disalahgunakan WBP narkotika. 

 Fase selanjutnya setelah menjadi pengguna narkotika adalah tiga kemungkinan. Pertama, 

berupaya untuk sembuh dari ketergantungan narkotika. Kedua, menjadi narapidana narkotika. 

Ketiga, menjadi pengedar narkotika. Fitrahnya, setiap manusia memiliki potensi untuk kembali ke 

“jalan yang benar” jika sudah terjerembab dalam penyelahgunaan narkotika. Terbukti. 89 persen 

WBP narkotika pernah ingin keluar dari ketergantungan narkotika.  

 

Gambar 3.6 

WBP Narkotika Menurut Jenis Narkotiba 
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Kuatnya pengaruh negatif narkotika seringkali mengantarkan pengguna narkotika menjadi 

pengedar narkotika. Gambar 3.7 menyajikan bahwa 54,2 persen WBP narkotika pernah 

menawarkan narkotika kepada orang lain. Ajakan teman untuk menjadi pengedar narkotika 

sangat dominan dibandingkan penyebab lain seperti karena pengangguran atau karena jebakan. 

 

Gambar 3.7 

WBP Narkotika Menurut Keinginan untuk Keluar dari Ketergantungan Narkotika  

dan Penyebab Menjadi Pengedar Narkotika 
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3.2 KARAKTERISTIK DEMOGRAFI WBP NARKOTIKA 

 

3.2.1  WBP Narkotika Menurut Kelompok Umur  

 

Masa-masa paling produktif dari siklus hidup manusia berada pada kisaran antara 15 

sampai dengan 64 tahun. Kelompok usia ini disebut usia produktif. Persentase penduduk usia 

produktif di Provinsi DKI Jakarta mencapai 77,38 persen dari total penduduk DKI Jakarta (10,557 

juta jiwa) pada 2019 (jakarta.bps.go.id). Besarnya persentase penduduk usia produktif di Provinsi 

DKI Jakarta mengindikasikan besarnya potensi kontribusi positif bagi pembangunan di Provinsi 

DKI Jakarta. 

Salah satu ancaman nyata terhadap produktivitas penduduk di usia produktif adalah 

Narkotika. Dampak penyalahgunaan Narkotika bagi pemakai yaitu mengakibatkan gangguan fisik 

dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat dan organ-organ tubuh 

seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal (Badan Narkotika Nasional, BNN). Akibatnya, 

penduduk usia produktif yang seyogyanya menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian akan 

menjadi beban pengeluaran untuk baik untuk pemulihan maupun untuk pengobatan. 

Berdasarkan Penelitian Karakteristik Kasus Narkotika, kelompok umur terbanyak terpapar 

Kasus Narkotika adalah di usia produktif. Tabel 3.1 menunjukkan bahwa hampir 40 persen dari 

83 WBP Kasus Narkotika berusia antara 21 sampai 30 tahun. Ini adalah kelompok usia produktif 
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di usia pemuda (18 – 30 tahun). Dapat dibayangkan bagaimana masa depan Provinsi DKI 

Jakarta bila temuan ini tidak segera diatasi.    

Salah satu penyebab kelompok pemuda terpapar penyalahgunaan narkotika adalah usia 

pertama kali mengonsumsi narkotika. Mirisnya, pemasaran narkotika telah menyasar kelompok 

anak-anak. Sebanyak 13,2 persen WBP narkotika mengonsumsi narkotika pertama kali pada 

usia kurang dari 8 tahun dan 28,9 persen pada usia 16 – 20 tahun. Mereka menyalahgunakan 

narkotika saat masih di usia sekolah. 

Sejalan dengan usia pertama kali menyalahgunakan narkotika, Usia WBP saat pertama 

kali tertangkap kasus narkotika kebanyakan pada usia muda. Hampir 45 persen WBP narkotika 

ditangkap pertama kali pada usia 21 – 30 tahun dan hampir 29 persen pada usia 31 – 40 tahun. 

Keduanya termasuk kelompok usia produktif. 

 

 

Tabel 3.1  

Persentase WBP Narkotika Menurut Usia, Usia Pertama Kali Menggunakan Narkotika dan Usia 

Pertama Kali Tertangkap Kasus Narkotika di DKI Jakarta, 2019 

 

Umur (Tahun)  Usia WBP Narkoba  

 Usia Pertama Kali 

Menggunakan 

Narkotika  

 Usia Pertama 

Tertangkap Kasus 

Narkotika  

(1) (2) (3) (4) 

≤15 3.61 8.86 1.20 

16-20 4.82 30.38 7.23 

21-30 39.76 34.18 44.58 

31-40 30.12 16.46 28.92 

41-50 18.07 7.59 13.25 

>50 3.61 2.53 4.82 

Total 100.00 100.00 100.00 

Sumber: Penelitian Karakteristik Narapidana Kasus Narkotika, 2019  
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3.2.2  WBP Narkotika Menurut Pendidikan 

 

Pendidikan yang cukup bagi generasi muda diharapkan mampu menangkal 

penyalahgunaan narkotika. Faktanya tidak demikian. Masih ditemukan penyalahgunaan 

narkotika meskipun mereka berpendidikan tinggi.  Dilihat dari tingkat pendidikannya, WBP 

Narkotika kebanyakan berpendidikan SLTA. Dari 83 sampel, 60 persen WBP Narkotika 

berpendidikan menengah atas, 23 persen SD ke bawah, dan 12 persen SLTP.   

 Sebaran pengguna narkotika sepertinya tidak mengenal tingkat pendidikan. Hampir 

semua lulusan terpapar penyalahgunaan narkotika mulai dari mereka yang tidak mengenyam 

bangku sekolah sampai ke perguruan tinggi. Dengan demikian, pendidikan bukan satu-satunya 

variabel pembeda seseorang terpapar penyalahgunaan narkotika atau sebaliknya. Gambar 3.1 

memperlihatkan bahwa sebaran penyalahgunaan narkotika ada di setiap lulusan meskipun 

pengguna terbanyak ditemukan pada lulusan SLTA. 

 

 

 

 

 

Grafik 3.8 

WBP Narkotika Menurut Tingkat Pendidikan 

 



34 
 

 

3.2.3  WBP Narkotika Menurut Narkotika Komersial 

 

Untuk bisa memperoleh Narkoba diperlukan biaya yang tidak sedikit. Anehnya, di antara 

WBP Narkoba, ditemukan pengguna narkoba yang berstatus masih pelajar/mahasiswa bahkan 

ada yang tidak bekerja. Kelompok ini biasanya dijadikan sasaran penyebaran narkoba. Mereka 

diberikan narkoba Cuma-Cuma pada permulaannya kemudian setelah menjadi pecandu akan 

menjadi pemakai atau menjadi pengedar narkoba. Hanya satu di antara lima responden 

mengaku memperoleh narkotika dengan cara membeli. Bagaimana profil mereka? 
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Gambar 3.9 

WBP Narkotika Menurut Status Narkotika Komersial 

 

 

Dari sisi pekerjaan, kebanyakan WBP Narkotika berprofesi sebagai pegawai swasta dan 

wiraswasta dengan gaji antara satu hingga lima juta rupiah. Dari jumlah gaji tersebut, kurang dari 

500.000 rupiah dialokasikan untuk membeli narkotika. Bagi WBP narkotika, uang yang 

digunakan untuk membeli narkotika bersumber dari gaji. Sementara, bagi mereka yang status 

pekerjaan masih sebagai pelajar/mahasiswa, uang yang digunakan untuk membeli narkotika 

bersumber dari uang saku.   

 

3.2.4  WBP Narkotika Menurut Kondisi Lingkungan Keluarga 
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Pada sub bab ini, karakteristik WBP narkotika disajikan menurut kondisi keluarga. 

Sebesar 50,6 % WBP narkotika berstatus belum kawin. Pada umumnya, orang tua mereka tidak 

mengetahui bahwa anaknya menyalahgunakan narkotika. Hampir 82 % WBP narkotika 

menyatakan bahwa orang tua tidak mengetahui penyalahgunaan narkotika. Padahal, hampir 40 

persen WBP narkotika masih memiliki orang tua yang lengkap. Kebanyakan orang tua (60 

persen) tetap mendukung penyembuhan anak-anak mereka yang terpapar penyalahgunaan 

narkotika meskipun mereka sangat terpukul dan sedih. 

Di sisi lain, WBP narkotika yang berstatus kawin tidak sedikit. Sebesar 32,5 % dari total 

WBP narkotika berstatus kawin. Selain itu, 49,4 % dari WBP narkotika telah memiliki sedikitnya 

satu anak. Data WBP narkotika menurut lingkungan keluarga selengkapnya disajikan pada 

Gambar 3.10. 

 

Gambar 3.10 

WBP Narkotika Menurut Status Narkotika Komersial 

 

 

 

3.2.5  WBP Narkotika Menurut Aspek Hukum 

 Fase terakhir dari siklus penyalahgunaan narkotika adalah menjadi Warga Binaan 

Pemasyarakatan (WBP) Narkotika. Pada bagian ini akan dibahas mulai dari seberapa intensif 
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penggunaan narkotika, pasal mana saja yang didakwakan, berapa lama masa pidana, dan 

keterlibatan kasus yang sama dengan sebelumnya. 

 Gambar 3.11 memperlihatkan bahwa pengguna narkotika bervariasi menurut waktu 

penggunaan narkotika. Intensitas penggunaan narkotika sebelum ditahan paling banyak tidak 

menentu. Terdapat hampir 17 persen WBP narkotika yang menggunakan narkotika setiap hari. 

Sifat zat narkotika yang adiktif mendorong seseorang yang telah menggunakan narkotika untuk 

terus menerus menggunakan narkotika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 

WBP Narkotika Menurut Intensitas Penggunaan Narkotika Sebelum Ditahan 
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Berkaitan dengan pasal yangt dikenakan oleh WBP Narkotika dapat terlihat bahwa paling banyak 

(44,6%) WBP Narkotika dikenakan pasal 114 dan urutan kedua (35 orang atau 42,2%) 

dikenakan pasal 112. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

mengatur hukuman bagi menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan 

tanaman. Sementara itu, Pasal 114 UU yang sama mengatur larangan menawarkan untuk dijual, 

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 

Narkotika Golongan I. Sebagian besar (60,2%) lamanya masa pidana WBP narkotika adalah 

lebih dari lima tahun. Sedangkan 37,3 persen lamanya masa pidana WBP narkotika adalah 

kurang dari lima tahun. Kebanyakan WBP narkotika kurang dari satu tahun menggunakan 

narkotika (Gambar 3.12).  
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Gambar 3.12 

WBP Narkotika Menurut Pasal yang Dikenakan, Lama Masa Pidana dan  

Lama Masa Penyalahgunaan Narkotika 

 

 

 

Beberapa WBP Narkotika pernah terlibat dalam kasus yang sama sebagai narapidana. 

Sekitar 31,3 persen WBP narkotika pernah terlibat minimal satu kali pada kasus yang sama 

sebagai narapidana dan 68,7 persen sisanya merupakan narapidana baru dalam kasus 

narkotika.  

 

Gambar 3.13 

WBP Narkotika Menurut Keterlibatan pada Kasus yang Sama  

Sebagai Narapidana 
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3.3 WBP NARKOTIKA DAN KEHIDUPAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  

     (LAPAS) DAN RUMAH TAHANAN (RUTAN)) 

 

                                                Tabel 3.3.1 

                  Penggunaan Alat Komunikasi Di Lapas/Rutan 

Penggunaan Alat 

Komunikasi Di 

Lapas/Rutan 

Frekuensi 

 

Persentasi 

 

Tidak ada 49 59.0 

Sedikit 25 30.1 

Banyak 5 6.0 

Banyak sekali 4 4.8 

Jumlah 83 100.0 

 

Tabel di atas berarti bahwa sebagian besar (59%) WBP Nakotika menjawab bahwa mereka tidak 

ada yang menggunakan alat komunikasi di Lapas/Rutan. Sedangkan paling sedikit (4,8%) 

menjawab banyak sekali Penggunaan Alat Komunikasi Di Lapas/Rutan. 
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                                                  Tabel 3.3.2 

   Pengaruh/Dampak Penggunaan Alat Komunikasi di Lapas/Rutan      

           Terhadap Penyalahgunaan/Peredaran Gelap Narkotika 

Pengaruh/Dampak 

Penggunaan Alat 

Komunikasi di Lapas/Rutan 

Terhadap 

Penyalahgunaan/Peredaran 

Gelap Narkotika 

Frekuensi 

 

 

 

Persentasi 

 

 

 

0 3 3.6 

Tidak ada 34 41.0 

Sedikit 26 31.3 

Banyak 17 20.5 

Banyak sekali 3 3.6 

Jumlah 83 100.0 

 

Dlihat dari Pengaruh/Dampak Penggunaan Alat Komunikasi di Lapas/Rutan Terhadap 

Penyalahgunaan/Peredaran Gelap Narkotika, paling banyak (41%) atau 34 orang menjawab 

tidak ada.Sedangkan paling sedikit (3,6%) atau 3 orang menjawab banyak sekali. Dalam hal ini 

terdapat 3 orang yang tidak memberikan jawaban. 

                                                  Tabel 3.3.3 

                Penggunaan Uang Tunai Di Dalam Lapas/Rutan 

Penggunaan Uang Di Dalam 

Lapas 

Frekuensi 

 

Persentasi 

 

Tidak ada 18 21.7 

Sedikit 39 47.0 

Banyak 18 21.7 
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Banyak sekali 8 9.6 

Jumlah 83 100.0 

Dilihat dari Penggunaan Uang Tunai Di Dalam Lapas/Rutan, paling banyak (39 orang atau 47%) 

menjawab sedikit. Sedangkan paling sedikit (8 orang atau 9,6%) WBP Narkotika menjawab 

banyak sekali.  

 

Tabel 3.3.4 

Pengaruh/Dampak Penggunaan Uang Tunai di Lapas/Rutan Terhadap 

Penyalahgunaan/Peredaran Gelap Narkotika 

Pengaruh/Dampak 

Penggunaan Uang Tunai di 

Lapas/Rutan Terhadap 

Penyalahgunaan/Peredaran 

Gelap Narkotika 

Frekuensi 

 

 

 

Persentasi 

 

 

 

0 1 1.2 

Tidak ada 39 47.0 

Sedikit 27 32.5 

Banyak 11 13.3 

Banyak sekali 5 6.0 

Jumlah 83 100.0 

 

Dilihat dari Pengaruh/Dampak Penggunaan Uang Tunai di Lapas/Rutan Terhadap 

Penyalahgunaan/Peredaran Gelap Narkotika, dapat terlihat bahwa paling banyak (39 orang atau 

47%) WBP Narkotika menjawab tidak ada. Urutan kedua yaitu sebanyak 27 orang atau 32,5% 

menjawab sedikit.  

 

                                                 Tabel 3.3.5 

              Narapidana Mendapatkan Ijin Keluar Lapas/Rutan 
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Narapidana Mendapatkan 

Ijin Keluar Lapas/Rutan Frekuensi Persentasi 

Tidak ada 59 71.1 

Sedikit 21 25.3 

Banyak 3 3.6 

Jumlah 83 100.0 

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar (59 orang atau 71,1%) WBP Narkotika 

menjawab bahwa tidak ada narapidana yang mendapatkan ijin keluar Lapas/Rutan. Urutan 

kedua yaitu sebanyak 21 orang atau 25,3% memberikan jawaban sedikit. Sisanya yaitu 3 orang 

atau 3,6% memberikan jawaban banyak narapidana yang mendapatkan ijin keluar Lapas/Rutan. 

 

                                                  Tabel 3.3.6 

Pengaruh/Dampak Mendapatkan Ijin Keluar Lapas/Rutan Terhadap 

Penyalahgunaan/Peredaran Gelap Narkotika 

Pengaruh/Dampak 

Mendapatkan Ijin Keluar 

Lapas/Rutan Terhadap 

Penyalahgunaan/Peredaran 

Gelap Narkotika 

Frekuensi 

 

 

Persentasi 

 

 

0 3 3.6 

Tidak ada 59 71.1 

Sedikit 13 15.7 

Banyak 4 4.8 

Banyak sekali 4 4.8 

Jumlah 83 100.0 

 

Dilihat dari Pengaruh/Dampak Mendapatkan Ijin Keluar Lapas/Rutan Terhadap 

Penyalahgunaan/Peredaran Gelap Narkotika, dapat terlihat bahwa sebagian besar yaitu 59 

orang atau 71,1%  menjawab tidak ada. Urutan kedua yaitu sebanyak 13 orang atau 15,7% 

menyatakan sedikit.  
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Tabel 3.3.7 

                          Keleluasaan Mendapatkan Waktu Kunjungan           

Lebih Lama/Sering 

 

Keleluasan Mendapatkan 

Waktu Kunjungan Lebih 

Lama/Sering 

Frekuensi 

 

 

Persentasi 

 

 

Tidak ada 56 67.5 

Sedikit 21 25.3 

Banyak 5 6.0 

Banyak sekali 1 1.2 

Jumlah 83 100.0 

 

Dilihat dari Keleluasaan Mendapatkan Waktu Kunjungan Lebih Lama/Sering, dapat terlihat 

bahwa sebagian besar yaitu 56 orang atau 67,5%  menjawab tidak ada. Urutan kedua yaitu 

sebanyak 21 orang atau 25,3% menjawab sedikit mendapat keleluasaan mendapatkan waktu 

kunjungan lebih lama. 

 

Tabel 3.3.8 

Pengaruh/Dampak Mendapatkan Waktu Kunjungan Lebih Lama/Sering Terhadap 

Penyalahgunaan/Peredaran Gelap Narkotika 

Pengaruh/Dampak 

Mendapatkan Waktu 

Kunjungan Lebih 

Lama/Sering Terhadap 

Penyalahgunaan/Peredaran 

Gelap Narkotika 

Frekuensi 

 

 

 

Persentasi 

 

 

 

0 1 1.2 
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Tidak ada 59 71.1 

Sedikit 16 19.3 

Banyak 6 7.2 

Banyak sekali 1 1.2 

Jumlah 83 100.0 

 

Dilihat dari Pengaruh/Dampak Mendapatkan Waktu Kunjungan Lebih Lama/Sering Terhadap 

Penyalahgunaan/Peredaran Gelap Narkotika, dapat terlihat bahwa sebagian besar yaitu 59 

orang atau 71,1%  menjawab tidak ada. Urutan kedua yaitu sebanyak 16 orang atau 19,3% 

menjawab sedikit. 

 

Tabel 3.3.9 

Keleluasaan Berinteraksi/Beraktifitas Dengan Narapidana Selain Kasus Narkotika Di 

Dalam Lapas/Rutan 

Keleluasaan 

Berinteraksi/Beraktifitas 

Dengan Narapidana Selain 

Kasus Narkotika Di Dalam 

Lapas/Rutan 

Frekuensi 

 

 

 

Persentasi 

 

 

 

Tidak ada 48 57.8 

Sedikit 14 16.9 

Banyak 16 19.3 

Banyak sekali 5 6.0 

Jumlah 83 100.0 

 

Dilihat dari keleluasaan berinteraksi/beraktifitas dengan narapidana selain kasus narkotika di 

dalam Lapas/Rutan, dapat terlihat bahwa sebagian besar yaitu 48 orang atau 57,8%  menjawab 

tidak ada. Urutan kedua yaitu sebanyak 16 orang atau 19,3% menjawab banyak keleluasaan 

berinteraksi/beraktifitas dengan narapidana selain kasus narkotika di dalam Lapas/Rutan. 
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                                                  Tabel 3.3.10 

   Pengaruh/Dampak Interaksi/Aktifitas Dengan Narapidana Selain Kasus    

        Narkotika Terhadap Penyalahgunaan/Peredaran Gelap Narkotika 

Pengaruh/Dampak 

Interaksi/Aktifitas Dengan 

Narapidana Selain Kasus 

Narkotika Terhadap 

Penyalahgunaan/Peredaran 

Gelap Narkotika 

Frekuensi 

 

 

 

Persentasi 

 

 

 

Tidak ada 54 65.1 

Sedikit 21 25.3 

Banyak 8 9.6 

Jumlah 83 100.0 

 

Dilihat dari Pengaruh/Dampak Interaksi/Aktifitas Dengan Narapidana Selain Kasus Narkotika 

Terhadap Penyalahgunaan/Peredaran Gelap Narkotika, dapat terlihat bahwa sebagian besar 

yaitu 54 orang atau 65,1%  menjawab tidak ada. Urutan kedua yaitu sebanyak 21 orang atau 

25,3% menjawab sedikit. 

 

Tabel 3.3.11 

Narapidana Saling Memberi Uang/Imbalan Kepada Narapidana Lain di Dalam Lapas 

Rutan 

Narapidana Saling Memberi 

Uang/Imbalan Kepada 

Narapidana Lain di Dalam 

Lapas Rutan 

Frekuensi 

 

 

 

Persentasi 

 

 

Tidak ada 41 49.4 

Sedikit 30 36.1 
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Banyak 11 13.3 

Banyak sekali 1 1.2 

Jumlah 83 100.0 

Tabel diatas menunjukkan bahwa paling banyak (41 orang atau 49,4%) WBP Narkotika 

menjawab bahwa tidak ada narapidana yang saling memberi uang/imbalan kepada narapidana 

lain di dalam Lapas Rutan. Urutan kedua yaitu sebanyak 30 orang atau 36,1% menjawab sedikit. 

                                               Tabel 3.3.12 

Pengaruh/Dampak Saling Memberi Uang/Imbalan Antar Narapidana  

          Terhadap Penyalahgunaan/Peredaran Gelap Narkotika 

Pengaruh/Dampak Saling 

Memberi Uang/Imbalan 

Antar Narapidana Terhadap 

Penyalahgunaan/Peredaran 

Gelap Narkotika 

Frekuensi 

 

 

 

Persentasi 

 

 

Tidak ada 58 69.9 

Sedikit 14 16.9 

Banyak 9 10.8 

Banyak sekali 2 2.4 

Jumlah 83 100.0 

 

Dilihat dari Pengaruh/Dampak Saling Memberi Uang/Imbalan Antar Narapidana Terhadap 

Penyalahgunaan/Peredaran Gelap Narkotika, dapat terlihat bahwa sebagian besar yaitu 58 

orang atau 69,9%  menjawab tidak ada. Urutan kedua yaitu sebanyak 14 orang atau 16,9% 

menjawab sedikit. 

 

Tabel 3.3.13 

Narapidana Berinteraksi/Beraktifitas Dengan Satu atau Lebih Tamping/Pemuka Blok 
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Narapidana 

Berinteraksi/Beraktifitas 

Dengan Satu atau Lebih 

Tamping/Pemuka Blok 

Frekuensi 

 

 

 

Persentasi 

 

 

0 1 1.2 

Tidak ada 22 26.5 

Sedikit 31 37.3 

Banyak 22 26.5 

Banyak sekali 7 8.4 

Jumlah 83 100.0 

 

Tabel di atas berarti bahwa paling banyak (31 orang atau 37,3%) memberikan jawaban sedikit. 

Selain itu juga terdapat  dua jawaban yang sama yaitu  22 orang atau 26,5% WBP Narkotika 

memberikan jawaban masing-masing tidak ada narapidana yang berinteraksi/beraktifitas dengan 

satu atau lebih tamping/pemuka blok dan banyak narapidana yang berinteraksi/beraktifitas 

dengan satu atau lebih tamping/pemuka blok. Urutan ketiga yaitu sebanyak 7 orang atau 8,4% 

memberikan jawaban banyak sekali.  

Tabel 3.3.14 

Pengaruh/Dampak Interaksi/Aktifitas Dengan Satu atau Lebih Tamping/Pemuka Blok 

Terhadap Penyalahgunaan/Peredaran Gelap Narkotika 

 

Pengaruh/Dampak 

Interaksi/Aktifitas Dengan 

Satu atau Lebih 

Tamping/Pemuka Blok 

Terhadap 

Penyalahgunaan/Peredaran 

Gelap Narkotika 

Frekuensi 

 

 

 

Persentasi 

 

 

Tidak ada 49 59.0 

Sedikit 19 22.9 
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Banyak 14 16.9 

Banyak sekali 1 1.2 

Jumlah 83 100.0 

 

Dilihat dari Pengaruh/Dampak Interaksi/Aktifitas Dengan Satu atau Lebih Tamping/Pemuka Blok 

Terhadap Penyalahgunaan/Peredaran Gelap Narkotika, dapat terlihat bahwa sebagian besar 

yaitu 59 orang atau 49%  menjawab tidak ada. Urutan kedua yaitu sebanyak 19 orang atau 

22,9% menjawab sedikit. 

 

Tabel 3.3.15 

Narapidana Anggota Dari Suatu Klub/Geng/Kelompok Sebelum Masuk Lapas/Rutan 

 

Narapidana Anggota Dari 

Suatu Klub/Geng/Kelompok 

Sebelum Masuk 

Lapas/Rutan 

Frekuensi 

 

 

 

Persentasi 

 

 

Tidak ada 63 75.9 

Sedikit 15 18.1 

Banyak 5 6.0 

Jumlah 83 100.0 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar yaitu 63 orang atau 75,9% WBP Narkotika  

menjawab tidak ada yang menjadi  anggota dari suatu klub/geng/kelompok sebelum masuk 

Lapas/Rutan.  Urutan kedua yaitu 15 orang atau 18,1% menjawab sedikit. Sisanya yaitu 5 orang 

atau 6% menjawab banyak.  
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Tabel 3.3.16 

Pengaruh/Dampak Narapidana Yang Pernah Menjadi Anggota Dari Suatu 

Klub/Geng/Kelompok Sebelum Masuk Lapas/Rutan Terhadap Penyalahgunaan/Peredaran Gelap 

Narkotika 

Pengaruh/Dampak Narapidana 

Yang Pernah Menjadi Anggota 

Dari Suatu 

Klub/Geng/Kelompok Sebelum 

Masuk Lapas/Rutan Terhadap 

Penyalahgunaan/Peredaran 

Gelap Narkotika 

Frekuensi 

 

 

 

Persentasi 

 

 

Tidak ada 60 72.3 

Sedikit 15 18.1 

Banyak 7 8.4 

Banyak sekali 1 1.2 

Jumlah 83 100.0 

 

Dilihat dari Pengaruh/Dampak Narapidana Yang Pernah Menjadi Anggota Dari Suatu 

Klub/Geng/Kelompok Sebelum Masuk Lapas/Rutan Terhadap Penyalahgunaan/Peredaran 

Gelap Narkotika, dapat terlihat bahwa sebagian besar yaitu 60 orang atau 72,3%  menjawab 

tidak ada. Urutan kedua yaitu sebanyak 15 orang atau 18,1% menjawab sedikit. 

 

Tabel 3.3.17 

Narapidana Menjadi Pemimpin Dari Suatu Klub/Geng/Kelompok Sebelum Masuk 

Lapas/Rutan 

Narapidana Menjadi 

Pemimpin Dari Suatu 

Klub/Geng/Kelompok 

Sebelum Masuk 

Lapas/Rutan 

Frekuensi 

 

 

 

Persentasi 

 

 

Tidak ada 58 69.9 

Sedikit 21 25.3 
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Banyak 3 3.6 

Banyak sekali 1 1.2 

Jumlah 83 100.0 

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar yaitu 58 orang atau 69,9% WBP Narkotika  

menjawab tidak ada yang menjadi  pemimpin dari suatu klub/geng/kelompok sebelum masuk 

Lapas/Rutan.  Urutan kedua yaitu 21 orang atau 25,3% menjawab sedikit.  

Tabel 3.3.18 

Pengaruh/Dampak Dari Narapidana Yang Pernah Memimpin Suatu 

Klub/Geng/Kelompok Sebelum Masuk Lapas/RutanTerhadap Penyalahgunaan/Peredaran 

Gelap Narkotika 

Pengaruh/Dampak Dari 

Narapidana Yang Pernah 

Memimpin Suatu 

Klub/Geng/Kelompok 

Sebelum Masuk 

Lapas/RutanTerhadap 

Penyalahgunaan/Peredaran 

Gelap Narkotika 

Frekuensi 

 

 

 

Persentasi 

 

 

0 1 1.2 

Tidak ada 59 71.1 

Sedikit 14 16.9 

Banyak 7 8.4 

Banyak sekali 2 2.4 

Jumlah 83 100.0 

Dilihat dari Pengaruh/Dampak Dari Narapidana Yang Pernah Memimpin Suatu 

Klub/Geng/Kelompok Sebelum Masuk Lapas/RutanTerhadap Penyalahgunaan/Peredaran Gelap 

Narkotika, dapat terlihat bahwa sebagian besar yaitu 59 orang atau 71,1%  menjawab tidak ada. 

Urutan kedua yaitu sebanyak 14 orang atau 16,9% menjawab sedikit. 
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Tabel 3.3.19 

Keberadaan Kelompok-Kelompok Narapidana Berdasarkan Kesamaan 

Wilayah/Suku/Kasus di Dalam Lapas/Rutan 

Keberadaan Kelompk-

Kelompok Narapidana 

Berdasarkan Kesamaan 

Wilayah/Suku/Kasus di 

Dalam Lapas/Rutan 

Frekuensi 

 

 

 

Persentasi 

 

 

Tidak ada 37 44.6 

Sedikit 25 30.1 

Banyak 17 20.5 

Banyak sekali 4 4.8 

Jumlah 83 100.0 

Dilihat dari Keberadaan Kelompok-Kelompok Narapidana Berdasarkan Kesamaan 

Wilayah/Suku/Kasus di Dalam Lapas/Rutan, dapat terlihat bahwa sebagian besar yaitu 37 orang 

atau 44,6%  menjawab tidak ada. Urutan kedua yaitu sebanyak 25 orang atau 30,1% menjawab 

sedikit. 

 

Tabel 3.3.20 

Pengaruh/Dampak Kelompok-Kelompok Narapidana Berdasarkan Kesamaan 

Wilayah/Suku/Kasus di Dalam Lapas/Rutan Terhadap Penyalahgunaan/Peredaran Gelap 

Narkotika 

Pengaruh/Dampak Kelompk-

Kelompok Narapidana 

Berdasarkan Kesamaan 

Wilayah/Suku/Kasus di 

Dalam Lapas/Rutan 

Terhadap 

Penyalahgunaan/Peredaran 

Gelap Narkotika 

Frekuensi 

 

 

 

 

 

Persentasi 

 

 

 

 

Tidak ada 44 53.0 
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Sedikit 22 26.5 

Banyak 13 15.7 

Banyak sekali 4 4.8 

Jumlah 83 100.0 

Dilihat dari Pengaruh/Dampak Kelompok-Kelompok Narapidana Berdasarkan Kesamaan 

Wilayah/Suku/Kasus di Dalam Lapas/Rutan Terhadap Penyalahgunaan/Peredaran Gelap 

Narkotika, dapat terlihat bahwa sebagian besar yaitu 44 orang atau 53%  menjawab tidak ada. 

Urutan kedua yaitu sebanyak 22 orang atau 26,5% menjawab sedikit. 

 

Tabel 3.3.21 

Narapidana Kasus Narkotika Terlibat Kekerasan/Pelanggaran Hukum Lainnya di 

Luar/Dalam Lapas/Rutan 

Narapidana Kasus Narkotika 

Terlibat 

Kekerasan/Pelanggaran 

Hukum Lainnya di 

Luar/Dalam Lapas/Rutan 

Frekuensi 

 

 

 

Persentasi 

 

 

Tidak ada 52 62.7 

Sedikit 23 27.7 

Banyak 6 7.2 

Banyak sekali 2 2.4 

Jumlah 83 100.0 

Dilihat dari Narapidana Kasus Narkotika Terlibat Kekerasan/Pelanggaran Hukum Lainnya di 

Luar/Dalam Lapas/Rutan, dapat terlihat bahwa sebagian besar yaitu 52 orang atau 62,7%  

menjawab tidak ada. Urutan kedua yaitu sebanyak 23 orang atau 27,7% menjawab sedikit. 

                                                Tabel 3.3.22 
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                              Pengaruh/Dampak Narapidana Kasus Narkotika           

                             Terlibat Kekerasan/Pelanggaran Hukum Lainnya di    

                           Luar/Dalam Lapas/Rutan Terhadap   

                          Penyalahgunaan/Peredaran Gelap Narkotika 

 

Pengaruh/Dampak Narapidana 

Kasus Narkotika Terlibat 

Kekerasan/Pelanggaran 

Hukum Lainnya di Luar/dalam 

Lapas/Rutan Terhadap 

Penyalahgunaan/Peredaran 

Gelap Narkotika 

Frekuensi 

 

 

 

Persentasi 

 

 

 

0 1 1.2 

Tidak ada 49 59.0 

Sedikit 20 24.1 

Banyak 11 13.3 

Banyak sekali 2 2.4 

Jumlah 83 100.0 

Dilihat dari Pengaruh/Dampak Narapidana Kasus Narkotika Terlibat Kekerasan/Pelanggaran 

Hukum Lainnya di Luar/Dalam Lapas/Rutan Terhadap Penyalahgunaan/Peredaran Gelap 

Narkotika, dapat terlihat bahwa sebagian besar yaitu 49 orang atau 59%  menjawab tidak ada. 

Urutan kedua yaitu sebanyak 20 orang atau 24,1% menjawab sedikit. 

 

 

                                                Tabel 3.3.23 

     Narapidana Selain Kasus Narkotika Menjadi Pengguna Baru di   

                                        Dalam/Luar Lapas/Rutan 
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Narapidana Selain Kasus 

Narkotika Menjadi 

Pengguna Baru Di 

Dlam/Luar Lapas/Rutan 

 

 

Frekuensi 

 

 

 

Persentasi 

 

 

Tidak ada 58 69.9 

Sedikit 13 15.7 

Banyak 11 13.3 

Banyak sekali 1 1.2 

Jumlah 83 100.0 

Dilihat dari Narapidana Selain Kasus Narkotika Menjadi Pengguna Baru di Dala/Luar 

Lapas/Rutan, dapat terlihat bahwa sebagian besar yaitu 58 orang atau 69,9%  menjawab tidak 

ada. Urutan kedua yaitu sebanyak 13 orang atau 15,7% menjawab sedikit. 

                                             Tabel 3.3.24 

      Narapidana Selain Kasus Narkotika Menjadi Pengedar Baru di            

                                      Dalam/Luar Lapas/Rutan 

Narapidana Selain Kasus 

Narkotika Menjadi Pengedar 

Baru di Dalam/Luar 

Lapas/Rutan 

Frekuensi 

 

Persentasi 

 

Tidak ada 61 73.5 

Sedikit 14 16.9 

Banyak 6 7.2 

Banyak sekali 2 2.4 

Jumlah 83 100.0 

Tabel diatas berarti bahwa dari 83 orang, sebagian besar (61 orang atau 73,5%) menjawab tidak 

ada narapidana selain kasus narkotika menjadi pengedar baru di dalam/luar Lapas/Rutan. 

Urutan kedua sebanyak 14 orang atau 16,9% menjawab sedikit narapidana selain kasus 

narkotika menjadi pengedar baru di dalam/luar Lapas/Rutan 

                                             Tabel 3.3.25 
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Narapidana Kasus Narkotika Menjadi Pengguna/Pengedar/Bandar di      Dalam/Luar 

Lapas/Rutan 

Narapidana Kasus 

Narkotika Menjadi 

Pengguna/Pengedar/Bandar 

di Dala/Luar Lapas/Rutan 

Frekuensi 

 

Persentasi 

 

Tidak ada 58 69.9 

Sedikit 15 18.1 

Banyak 7 8.4 

Banyak sekali 3 3.6 

Jumlah 83 100.0 

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar (69,9%) WBP menjawab tidak ada narapidana 

kasus narkotika menjadi pengguna/pengedar/bandar di dalam/luar Lapas/Rutan. Sedangkan 

paling sedikit (3,6%) memberikan jawaban banyak sekali narapidana kasus narkotika menjadi 

pengguna/pengedar/bandar di dalam/luar Lapas/Rutan. 

                                             Tabel 3.2.26 

                  Petugas Terlibat Dalam Pengedaran Narkotika 

Petugas Terlibat Dalam 

Pengedaran Narkotika 

 

Frekuensi 

 

Persentasi 

 

Tidak ada 75 90.4 

Sedikit 4 4.8 

Banyak 4 4.8 

Jumlah 83 100.0 

Dilihat dari Petugas Terlibat Dalam Pengedaran Narkotika, dapat terlihat bahwa sebagian besar 

(90,4%) WBP narkotika menjawab bahwa tidak ada petugas  yang terlibat terlibat. Sedangkan 

untuk jawaban sedikit petugas yang terlibat dalam pengedaran narkotika memiliki persentase 

yang sama dengan jawaban banyak petugas yang terlibat yaitu masing-masing sebesar 4.8% .  

 

                                              Tabel 3.3.27 
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                 Petugas Terlibat Dalam Penggunaan Narkotika 

Petugas Terlibat Dalam 

Penggunaan Narkotika 

 

Frekuensi 

 

Persentasi 

 

Tidak ada 74 89.2 

Sedikit 5 6.0 

Banyak 4 4.8 

Jumlah 83 100.0 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagin besar (89,2%) WBP narkotika menjawab tidak ada 

petugas yang terlibat dalam penggunaan narkotika. Urutan kedua (6,0%) menjawab sedikit dan 

urutan terakhir (4,8%) menjawab banyak petugas yang terlibat dalam penggunaan narkotika.  

 

                                            Tabel 3.3.28 

        Petugas Terlibat Dalam Jaringan Perdagangan Narkotika 

Petugas Terlibat Dalam 

Jaringan Perdagangan 

Narkotika 

Frekuensi 

 

Persentasi 

 

Tidak ada 75 90.4 

Sedikit 4 4.8 

Banyak 4 4.8 

Jumlah 83 100.0 

 

Dilihat dari Petugas Terlibat Dalam Jaringan Perdagangan Narkotika, dapat terlihat bahwa 

sebagian besar (90,4%) WBP menjawab tidak ada. Sedangkan sisanya memiliki persentase 

yang sama yaitu masing-masing 4,8 % atau 4 orang untuk jawaban sedikit petugas  dan banyak 

petugas yang terlibat dalam jaringan perdagangan narkotika 
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                                            Tabel 3.3.29 

                     Narapidana Ketergantungan Obat-obatan 

Narapidana Ketergantungan 

Obat-obatan 

 

Frekuensi 

 

Persentasi 

 

0 1 1.2 

Tidak ada 50 60.2 

Sedikit 21 25.3 

Banyak 10 12.0 

Banyak sekali 1 1.2 

Jumlah 83 100.0 

Dilihat dari narapidana ketergantungan obat-obatan, dapat diketahui bahwa sebagian besar 

(60,2%) WPB Narkotika menjawab tidak ada. Sedangkan paling sedikit (1,2%) menjawab banyak 

sekali  narapidana yang ketergantungan obat-obatan. Dalam hal ini terdapat presentase yang 

sama (1,2%) yang tidak menjawab pertanyaan tersebut.  

 

                                               Tabel 3.3.30 

      Pengendalian Peredaran Narkotika Dari Dalam Lapas/Rutan 

Pengendalian peredaran 

Narkotika Dari Dalam 

Lapas/Rutan 

Frekuensi 

 

Persentasi 

 

Tidak ada 64 77.1 

Sedikit 12 14.5 

Banyak 6 7.2 

Banyak sekali 1 1.2 
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Jumlah 83 100.0 

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar (77,1%) WBP narkotika menjawab tidak ada 

pengendalian peredaran narkotika dari dalam Lapas/Rutan. Sedangkan paling sedikit (1,2%) 

memberikan jawaban banyak sekali pengendalian peredaran narkotika dari dalam Lapas/Rutan 

 

                                                   Tabel 3.3.31 

                  Penggunaan Narkotika Di Dalam Lapas/Rutan 

Penggunaan Narkotika Di 

Dalam Lapas/Rutan 

 

Frekuensi 

 

Persentasi 

 

Tidak ada 66 79.5 

Sedikit 11 13.3 

Banyak 3 3.6 

Banyak sekali 3 3.6 

Jumlah 83 100.0 

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagaian besar (66 orang atau 79%) WBP Narkotika 

memberikan jawaban bahwa tidak ada penggunaan narkotika di dalam lapas/rutan. Urutan 

kedua menyatakan bahwa sedikit penggunaan narkotika di dalam lapas/rutan dengan jumlah 11 

orang atau 13,3%. Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 3 orang atau 3,6% untuk masing-masing 

jawaban menjawab bahwa banyak dan banyak sekali pengggunaan narkotika didalam 

lapas/rutan. 

 

                                             Tabel 3.3.32 

        Pembuatan/Pengolahan Narkotika Di Dalam Lapas/Rutan 

Penggunaan Narkotika Di 

Dalam Lapas/Rutan 

 

Frekuensi 

 

Persentasi 

 

Tidak ada 81 97.6 
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Banyak 2 2.4 

Jumlah 83 100.0 

 

Tabel diatas mengindikasikan bahwa sebagaian besar (81 orang atau 97,6%) WBP narkotika 

menyatakan bahwa tidak ada pembuatan/pengolahan narkotika di dalam Lapas/Rutan. 

Sedangkan sisanya (2 orang atau 2,4%) menyatakan bahwa banyak pembuatan/pengolahan 

narkotika di dalam Lapas/Rutan. 

 

 Berdasakan data-data dari jawaban WBP Narkotika yang terkait dengan tata tertib  

Lapas/Rutan yaitu Penggunaan Alat Komunikasi Di Lapas/Rutan; Narapidana 

Mendapatkan Ijin Keluar Lapas/Rutan; Keleluasaan Mendapatkan Waktu Kunjungan Lebih 

Lama/Sering; Keleluasaan Berinteraksi/Beraktifitas Dengan Narapidana Selain Kasus 

Narkotika Di Dalam Lapas/Rutan; Narapidana Saling Memberi Uang/Imbalan Kepada 

Narapidana Lain di Dalam Lapas Rutan, dapat terlihat bahwa sebagian besar WBP 

Narkotika memberikan jawaban “Tidak Ada”. Begitupula dengan tabel-tabel pengaruh atau 

dampak dari masing-masing item dalam tata tetib tersebut, yang juga memperoleh 

jawaban “Tidak ada” dari sebagian besar responden. Hal ini menunjukkan bahwa pihak 

Lapas/Rutan telah berupaya menjalankan tata tetib yang ada sesuai peratuan yang telah 

ditetapkan. 

 Data-data  yang berkaitan dengan penggunaan Uang Tunai Di Dalam Lapas/Rutan dan 

data Narapidana Berinteraksi/Beraktifitas Dengan Satu atau Lebih Tamping/Pemuka Blok 

menunjukkan bahwa paling banyak  responden  menjawab sedikit. Hal ini berarti bahwa 

keberadaan hal tersebut memang pada dasarnya tidak dapat dihilangkan sama sekali. 

Walaupun masih tedapat  praktik hal tersebut, namun keberadaannya masih dapat dibatasi 

oleh pihak Lapas/Rutan, terutama dalam penggunaan uang tunai yang memang masih 

dibutuhkan WBP Narkotika untuk membeli kebutuhan yang diperlukan. 

 Berkaitan dengan keikutsertaan narapidana dalam suatu kelompok Sebelum Masuk 

Lapas/Rutan, sebagian besar  WBP Narkotika menjawab “Tidak ada”. Hal ini dapat terlihat 

pada tabel Narapidana Anggota Dari Suatu Klub/Geng/Kelompok Sebelum Masuk 

Lapas/Rutan; Narapidana Menjadi Pemimpin Dari Suatu Klub/Geng/Kelompok Sebelum 

Masuk Lapas/Rutan; Keberadaan Kelompok-Kelompok Narapidana Berdasarkan 

Kesamaan Wilayah/Suku/Kasus di Dalam Lapas/Rutan; Narapidana Kasus Narkotika 
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Terlibat Kekerasan/Pelanggaran Hukum Lainnya di Luar/Dalam Lapas/Rutan. Jawaban 

“Tidak ada” pun terdapat dalam tabel-tabel yang bekaitan dengan Pengaruh/Dampak 

Narapidana tersebut Terhadap Penyalahgunaan/Peredaran Gelap Narkotika 

 Jawaban responden menunjukkan bahwa “tidak ada” peredaran narkotika di Lapas/Rutan. 

Hal ini diketahui dari jawaban responden dalam data  Narapidana Selain Kasus Narkotika 

Menjadi Pengguna Baru di Dalam/Luar Lapas/Rutan; Narapidana Selain Kasus Narkotika 

Menjadi Pengedar Baru di Dalam/Luar Lapas/Rutan; Narapidana Kasus Narkotika Menjadi 

Pengguna/Pengedar/Bandar di Dalam/Luar Lapas/Rutan; Petugas Terlibat Dalam 

Pengedaran Narkotika; Petugas Terlibat Dalam Penggunaan Narkotika; Petugas Terlibat 

Dalam Jaringan Perdagangan Narkotika; Narapidana Ketergantungan Obat-obatan; 

Pengendalian peredaran Narkotika Dari Dalam Lapas/Rutan; Penggunaan Narkotika Di 

Dalam Lapas/Rutan; dan  Pembuatan/Pengolahan Narkotika Di Dalam Lapas/Rutan. Dari 

data-data tersebut berarti bahwa pihak Lapas/rutan telah menerapkan aturan yang 

ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait peredaran Handphone (HP) 

yang selama ini dicurigai sebagai salah satu penyebab utama maraknya peredaran 

nakotika di Lapas/Rutan. Dengan adanya pelarangan kepemilikan HP dalam lapas/rutan, 

maka transaksi narkotika dapat diminimalisir atau bahkan dihentikan. 
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BAB IV  

 

PENUTUP 

 

4.1. KESIMPULAN 

1. Berdasarkan data yang diperoleh dilihat dari identitas responden,  paling banyak 

berusia antara 21-30 tahun dengan pendidikan terakhir SLTA, sehingga sebagian 

besar dari mereka adalah bekerja sebagai pegawai swasta dan sebagian besar 

WBP Narkotika memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi kebutuhan 

hidupnya yaitu antara Rp. 1.000.000-4.999.000. Dengan jumlah penghasilan 

sebanyak itu, seseorang dapat menghidupi dirinya sendiri, terlebih dalam status 

belum menikah.  Hal ini menyebabkan seseorang yang tidak berhati-hati dalam 

menentukan pergaulan dapat terjerumus kearah hal-hal negatif, yang salah satunya 

adalah keingintahuan menggunakan nakotika, baik dari diri sendiri maupun ajakan 

kawan pergaulannya. 

 

2. Berdasarkan karakteristik persepsi narapidana : 

a. Penggunaan Alat Komunikasi Di Lapas/Rutan; Narapidana Mendapatkan Ijin 

Keluar Lapas/Rutan; Keleluasaan Mendapatkan Waktu Kunjungan Lebih 

Lama/Sering; Keleluasaan Berinteraksi/Beraktifitas Dengan Narapidana Selain 

Kasus Narkotika Di Dalam Lapas/Rutan; Narapidana Saling Memberi 

Uang/Imbalan Kepada Narapidana Lain di Dalam Lapas Rutan, dapat terlihat 

bahwa sebagian besar WBP Narkotika memberikan jawaban “Tidak Ada”. 

Begitupula dengan tabel-tabel pengaruh atau dampak dari masing-masing item 

dalam tata tetib tersebut, yang juga memperoleh jawaban “Tidak ada” dari 

sebagian besar responden. Hal ini menunjukkan bahwa pihak Lapas/rutan telah 

berupaya menjalankan tata tetib yang ada sesuai peraturan yang telah 

ditetapkan. 

b. Data-data  yang berkaitan dengan penggunaan Uang Tunai Di Dalam 

Lapas/Rutan dan data Narapidana Berinteraksi/Beraktifitas Dengan Satu atau 

Lebih Tamping/Pemuka Blok menunjukkan bahwa paling banyak  responden  

menjawab sedikit. Hal ini berarti bahwa keberadaan hal tersebut memang pada 

dasarnya tidak dapat dihilangkan sama sekali. Walaupun masih tedapat  praktik 

hal tersebut, namun keberadaannya masih dapat dibatasi oleh pihak 
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Lapas/Rutan, terutama dalam penggunaan uang tunai yang memang masih 

dibutuhkan WBP Narkotika untuk membeli kebutuhan yang diperlukan 

c. Jawaban responden menunjukkan bahwa “tidak ada” peredaran narkotika di 

Lapas/Rutan. Hal ini diketahui dari jawaban responden dalam data  Narapidana 

Selain Kasus Narkotika Menjadi Pengguna Baru di Dalam/Luar Lapas/Rutan; 

Narapidana Selain Kasus Narkotika Menjadi Pengedar Baru di Dalam/Luar 

Lapas/Rutan; Narapidana Kasus Narkotika Menjadi 

Pengguna/Pengedar/Bandar di Dalam/Luar Lapas/Rutan; Petugas Terlibat 

Dalam Pengedaran Narkotika; Petugas Terlibat Dalam Penggunaan Narkotika; 

Petugas Terlibat Dalam Jaringan Perdagangan Narkotika; Narapidana 

Ketergantungan Obat-obatan; Pengendalian peredaran Narkotika Dari Dalam 

Lapas/Rutan; Penggunaan Narkotika Di Dalam Lapas/Rutan; dan  

Pembuatan/Pengolahan Narkotika Di Dalam Lapas/Rutan. Dari data-data 

tersebut berarti bahwa pihak Lapas/rutan telah menerapkan aturan yang 

ditetapkan oleh Ditjen Pemasyarakatan terkait peredaran Handphone (HP) yang 

selama ini dicurigai sebagai salah satu penyebab utama maraknya peredaran 

nakotika di Lapas/Rutan. Dengan adanya pelarangan kepemilikan HP dalam 

lapas/rutan, maka transaksi narkotika dapat diminimalisir atau bahkan 

dihentikan. 

 
4.2. SARAN 

1. Dalam rangka penanggulangan kejahatan narkotika diperlukan keseriusan untuk ditindaklanjuti oleh 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harus bekerjasama dalam menjalankan secara 

sistematis berkelanjutan, setiap upaya penanggulangan kejahatan narkotika, sehingga angka 

kejahatan Narkotika (bandar, pengedar dan pemakai) dapat ditekan sekecil-kecilnya. 

2. Agar pembinaan narapidana narkotika didasarkan pada data demografi dan sosial narapidana 

narkotika yakni usia, tingkat pendidikan, lama hukuman, jenis narkotika yang dikonsumsi, dan hal 

lainnya. 
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